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ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakangi dengan pertumbuhan bisnis property yang
meningkat, namun dewasa ini banyak masyarakat yang mengkonsumsi produk
dengan label syari’ah, sehingga berkembang pula bisnis properti yang berkonsep
syariah dengan tanpa melibatkan instansi perbankan. Developer Properti Syariah
dalam akad jual beli menggunakan akad Istishna’ dengan mendasarkan pada
fatwa Nomor 06/DSN-MUI/1VV/2000.

Developer Ahsana Properti Syariah merupakan salah satu Developer
Properti Syariah yang menerapkan skema jual beli Istishna’, dengan tagline
“tanpa riba, tanpa jaminan, tanpa sita, dan tanpa akad bermasalah”. Perusahaan
Developer ini sudah berdiri selama lima tahun dan sudah menerapkan akad
Istishna’ sejak awal berdiri sampai saat ini. Adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana implementasi akad istishna’ pada praktek jual
beli rumah di perusahaan Developer Ahsana Properti Syariah Tuban Jawa Timur
dan Bagaimana penyelesaian masalah yang ada dalam pembiayaan kepemilikan
rumah dengan akad ishtishna’ pada perusahaan Developer Ahsana Properti
Syariah Tuban Jawa Timur.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif. Data primer atau data-data dari lapangan merupakan sumber
data, data sekunder menggunakan referensi yang berkaitan dengan masalah
penelitian. Untuk pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi,
wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya menggunakan
analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa “Developer Ahsana Property Syariah
Tuban menggunakan akad istishna’ pada transaksinya. Sistem pembayarannya
ada dua skema yaitu: secara cash dan kredit, sedangkan untuk penyelesaian
permasalahan konsumen yang melakukan penunggakan pembayaran dalam akad
perjanjian jual beli istishna’ adalah dengan musyawarah, pada umumnya
Developer Ahsana Property Syariah Tuban menyelesaikan masalah tersebut
sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam”.
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BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Setiap insan manusia pasti menginginkan hidup yang layak, jenis kebutuhan
manusia dibagi tiga macam sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan
(tempat tinggal), tiga kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan primer setiap
manusia yang wajib terpenuhi. Diantara ketiga kebutuhan primer tersebut yang
perlu diperhatikan adalah tempat tinggal atau rumah. Rumah sering dijadikn
manusia sebagai tempat untuk berlindung,berteduh, berkumpul dan berisitirahat.
Selain itu rumah juga dapat menjadi sarana untuk membentuk karakter khususnya
bagi anak-anak. Setiap orang mendambakan lingkungan rumah yang aman dan
nyaman serta lokasi yang bagus (strategis).

Kebutuhan terhadap tempat tinggal seiring zaman semkain tinggi sebagai
akibat dari pesatnya pertumbuhan populasi manusia. Pada bulan November 2017,
data pertumbuhan penduduk di Negara Indonesia mencapai angka 1,36%.?
Sehingga menyebabkan kebutuhan rumah meningkat dari ttahun ke tahun.
Meningatnya kebutuhan rumah tersebut juga berimbas terhadap harga rumah itu
sendiri dan hal ini menyebabkan permasalahan bagi masyarakat yang ingin
memiliki rumah karena tidak diimbangi dengan dengan naiknya pendapatan
masyarakat.

Banyaknya kebutuhan masyarakat terhadap hunian atau rumah
mengakibatkan banyaknya pengusaha yang terjun bergelut dalam bisnis properti
seperti ini, pengusaha tersebu atau yang biasanya disebut sebagai developer
properti  melakukan kerjasama dengan pihak terkit seperti bank dalam hal
pengadaan rumah dengan membuat program KPR (Kredit Pemilikan Rumah).
Skema seperti ini membuat banyak masyarakat yang tertarik dan memlih skema

tersebut. Skema ini pada awalnya menjadi produk dari bank konvensional yang

! Badan Pusat Statistik, “Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun”, www.bps.go.id,
diakses pada 03 Desember 2019


http://www.bps.go.id/

memberikn angsuran pembayarannya menggunakan jumlah margin yang tidak flat
karena menjadi bergantung pada suku bunga yang berlaku saat itu.

Perkembangan bisnis Islam (syari’ah) kini kian marak dan menjamur di
Indonesia. Salah satu pendorongnya adalah karena adanya kesadaran masyarakat
yang mayoritas Muslim untuk menggunakan dan memanfaatkan produk-produk
(barang maupun jasa) yang halal dan tayyib. Maka peran produsen atau
perusahaan-perusahaan bisnis berbasis syari’ah menjadi sebuah alternatif yang
cukup menjanjikan.? Hal tersebut menimbulkan trend karakeristik ekonomi yang
lebih syariat. Yang ditandai dengan berdirinya BMT, perbankan Syariah, tafakul
yng merupakan model asuransi syariah, hotel dan properti syariah dan produk-
produk lain yang memberikan inovasi pada produkna agar mnjadi produk yang
berkarakter syariah.?

Hasrat masyarakat untuk mengonsumsi produk syariah semakin hari
semakin meningkat, oleh sebab itu kini berkembang bisnis properti yang
menggunakan konsep syariah dengan tanpa perantara bank. Tujuan dari konsep
tersebut adalah untuk memberikan kemudahan masyarakat yang beragama Islam
dan terutama bagi masyarakat umum untuk lebih mudah dalam memahami
karakteristik sistem jual beli syariah dalam membeli rumag tanpa perantara bank.

“Properti syariah adalah rumah atau bangunan yang dibangun dengan
konsep syariah atau sesuai dengan syariat Islam dimulai dari bentuk rumah, desain
rumah, fasilitas dan lingkungan rumahnya.* Diharapkan dengan adanya bisnis
properti yang berkonsep syariah ini dapat memenuhi keinginan masyarakat dalam
pemenuhan kebutuhan akan hunian ataupun sebagai sarana investasi tanpa proses
administrasi yang rumit dan bebas dari bank”.

Pembiayaan adalah kegiatan dimana bank syariah memberikan dana kepada
pihak selain bank sesuai dengan prinsip syariah. “Penyaluran dana dalam bentuk

pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana

2 Choirul Huda, Model Pengelolaan Bisnis Syari’ah: Studi Kasus Lembaga Pengembangan
Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial
Keagamaan, Vol. 24 No. 1, Mei 2016, h. 166

3 Ismail Nawawi, Etika Bisnis Islam: Teori dan Pengantar Praktek dalam Kehidupan
Bisnis Komuditas dan Jasa, (Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), h 218

* http://rumahsyari123.com/ diakses 20 Desember 2019
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kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana
dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima
pembiayaan mendapakan kepercayaan diri pemberi pembaiyaan sehingga
penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiyaan yang telah
diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad
pembiayaan”.’

Jika KPR atau rencana pembiayaan perumahan Islamic Bank biasanya
biasanya melibatkan tiga pihak dalam kontrak, di mana pengembang adalah
produsen rumah, pelanggan adalah pihak yang memesan rumah, dan bank adalah
perantara, maka ini terkait dengan pengembang real estat Syariah Opsi
pembiayaan perumahan berbeda, yaitu “pada skema akadnya mereka hanya
melibatkan dua pihak yaitu pihak developer dan konsumen saja”.

Jenis-jenis kontrak pembiayaan kepemilikan rumah yang digunakan oleh
industri perbankan Islam meliputi Musyarakah Muttanagisah, Murabahah, dan
ljarah Muntahiyah Bit-tamlik. “Sedangkan untuk akad yang paling sering
digunakan oleh Developer Properti Syariah dalam akad jual beli rumah adalah
akad Istishna’. Akad Istishna’ yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan
pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang
disepakati antara (pembeli, mustashni’) dengan penjual (pembuat, shani’)”.
Berbeda dengan bay’ murabahah dan salam yang sudah ada barangnya, untuk
akad bay’ Istishna’ barang membutuhkan proses pembuatan terlebih dahulu.
Pembayaran bay’ Istishna’ dapat dilakukan secara tangguh yaitu pembayaran
yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi
pembayaran dilakukan secara berangsur atau sekaligus pada saat tertentu.®

Dalam penelitian sebelumnya menggunakan akad murabahah dalam
transaksi jual beli rumah yang diterapkan oleh Bank Danamon Syariah Kantor
Cabang Solo yang disandarkan dengan aturan Fatwa DSN MUI Indonesia No.
04/DSN-MUI/1V/2000 tentang murabahah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/46/PBI1/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank

5 Ismail, “Perbankan Syariah”, Jakarta: Kenacana Prenada Media Group, 2011 h 105-106
5 Dwi Suwiknyo, Bisnis Online Syariah, (Yogyakarta: TrustMedia, 2009) h 48



yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Pada penelitian
ini juga, hambatan yang sering terjadi adalah cidera janji yaitu keterlambatan
pembayaran oleh nasabah. Upaya penyelesaian perselisinan pada penelitian ini
adalah dengan jalan perdamaian. Pertama, akan diingatkan melalui telepon.
Kedua, pihak bank menemui nasabah untuk mencari jalan keluar. Ketiga,
memberikan surat peringatan, maksimal 3 kali. Keempat, melakukan somasi atau
penyelesaian melalui balai lelang swasta. Jika nasabah dirasa tidak kooperatif
maka penyelesaian diserahkan pada Pengadilan Negeri.’

“Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga telah
menetapkan fatwa untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah di bidang muamalah,
khususnya dalam kegiatan perekonomian. Dalam hal ini jual beli dengan akad
Istishna’ juga telah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya, yaitu
fatwa Nomor 06/DSN-MUI/1V/2000 Tentang Akad Istishna”.

Pengembang real estat syariah tidak menggunakan layanan perbankan untuk
transaksi dan kontrak saat membeli dan menjual rumah, tetapi menggunakan
kontrak dan transaksi seperti bank syariah, yaitu, tanpa denda, penyitaan, dan
asuransi. Selain itu, karena mereka tidak menggunakan bank sebagai perantara,
pengembang real estat Syariah tidak akan menggunakan cek BI ketika
mengajukan aplikasi untuk pembelian rumah. Kontrak Istishna dapat digunakan
sebagai solusi alternatif bagi komunitas Muslim yang ingin memenuhi kebutuhan
perumahan berdasarkan ajaran Islam, dan kondisinya tidak rumit, yang
membuatnya lebih mudah bagi orang-orang kelas menengah dan bawah yang
ingin memiliki rumah atau perumahan.

Salah satu tagline Developer Properti Syariah yang memberi kemudahan
adalah tanpa sita, yaitu Hak-hak kepemilikan Rumah 100% milik pembeli.
Kewajiban penghuni adalah melunasi cicilan pembayaran nya saja. Bila terjadi
keterlambatan cicilan, maka pembeli wajib menggabungkannya di bulan
berikutnya, dan developer dilarang memberikan hukuman/pinalti atas

keterlambatan tersebut, atau jika sudah tidak sanggup membayar cicilan lagi akan

" Detty Kristiana Widayat, “Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pembelian
Rumah (PPR) Di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo” (Skripsi—Universitas Sebelas
Maret Surakarta, 2018), 98.



dimusyawarahkan bersama. Jadi pada dasarnya Developer Properti Syariah sangat
tidak memberatkan konsumen atau pembeli.®

Perusahaan Developer Properti Syariah yang menggunakan alur jual beli
Istishna’ adalah “Developer Ahsana Properti Syariah yang memiliki tagline tanpa
riba, tanpa jaminan, tanpa sita, dan tanpa akad bermasalah. Perusahaan ini sudah
berdiri selama lima tahun dan telah menerapkan akad Istishna’ sejak awal berdiri
hingga saat ini. Developer Ahsana Properti Syariah memiliki kantor pusat di
Surabaya. Sedangkan untuk wilayah Jawa Timur sendiri proyeknya sudah tersebar
di sembilan kota yaitu Surabaya, Gresik, Tuban, Ngawi, Mojokerto, Malang,
Kediri, Madiun, dan Jember dengan total proyek ada dua puluh lima titik”.°

Tuban merupakan salah satu kota di mana proyek pengembangan
Pengembang Properti Syariah Ahsana berkembang pesat. Kota ini sudah memiliki
lima lokasi proyek. Dimana pada setiap proyek perumahan Developer Ahsana
Properti Syariah rata-rata sudah hampir penuh oleh penghuni karena sudah habis
terjual.

Sejak awal berdiri Developer Ahsana Properti Syariah Tuban sudah
menerapkan akad jual beli secara Istishna’. Sejauh ini, pengembang Properti
Ahsana Syariah Tuban telah meningkatkan transaksi dan layanan mereka sesuai
dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka dapat dipercaya karena proyek-proyek ini
telah diproses dan diperluas di Jawa Timur.

Dari latar belakang di atas pada akad Istishna’ yang digunakan oleh
Developer Ahsana Properti Syariah Tuban dalam transaksinya apakah memiliki
perbedaan dengan akad pembiayaan rumah pada perbankan syariah dan
bagaimana sikap Developer Ahsana Properti Syariah dalam menghadapi
konsumen yang bermasah dalam pembayaran termin pembayaran, sehingga
penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS
IMPLEMENTASI AKAD  ISTISHNA’ DALAM PEMBIAYAAN
KEPEMILIKAN RUMAH (Study Kasus Developer Ahsana Properti Syariah

Tuban Jawa Timur)”.

8 http://rumahsyari123.com/ diakses 20 Desember 2019
9 https://ahsanaproperty.com/proyek/, diakses pada 27 April 2019
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RUMUSAN MASALAH

1.

Bagaimana implementasi akad istishna’ pada praktek jual beli rumah di
perusahaan Developer Ahsana Properti Syariah Tuban Jawa Timur?
Bagaimana penyelesaian masalah yang ada dalam pembiayaan kepemilikan
rumah dengan akad ishtishna’ pada perusahaan Developer Ahsana Properti
Syariah Tuban Jawa Timur?

TUJUAN PENELITIAN

yaitu:
1.

Adapu tujuan dari penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah di atas,

Untuk memahami dan mengeti mengenai implementasi akad Istishna’ pada
praktek jual beli rumah pada perusahaan Developer Ahsana Properti Syariah
Tuban.

Untuk memahami dan menganalisis penyelesaian masalah yang ada dalam
pembiayaan kepemilikan rumah dengan akad ishtishna’ pada perusahaan
Developer Ahsana Properti Syariah Tuban Jawa Timur.

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Kegunaan Teoretis
a.  Bagi penulis
Penelitian ini  diharapkan dapat menambah wawasan,
pengetahuan dan pengalaman baru bagi penulis di bidang properti
hukum Islam.
b.  Bagi jurusan/fakultas
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk literatur
lain untuk penelitian lebih lanjut, terutama Program studi Ekonomi
Syariah mengenai transaksi pembelian dan penjualan rumah pada
Developer Properti Syariah.
Kegunaan Praktis

a.  Bagi perusahaan



Hasil penelitian bagi perusahaan adalah sarana evaluasi dan
bimbingan, sehingga perusahaan selalu mempertahankan aspek-aspek
hukum Syariah yang telah diterapkan, dan berfungsi sebagai referensi
agar selalu meningkatkan kualitas dan Kkinerja perusahaan di masa
depan.

b.  Bagi masyarakat

Diharapkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan
wawasan dan pengetahuan umum tentang properti Syariah kepada
publik sehingga dapat digunakan sebagai parameter untuk memilih

tempat tinggal berkonsep Syariah yang berkualitas tinggi.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1.  Syafi’ Hidayat (2016) dengan judul “Implementasi akad Istishna’ dalam jual
beli mebel tinjauan madzab Syafi’i dan madhab Hanafi (studi kasus di UD
CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar).
Tujuan dari penelitian ini adalah analisis implementasi akad Istishna’ dalam
jual beli mebel. Hasil dari penelitian ini adalah pertama implementasi akad
Istishna’ dalam jual beli pemesanan mebel di UD Cipta Indah ini sesuai
dengan kajian teori akad Istishna’, yaitu ketentuan barang yang dipesan
jelas bentuk, kadar, dan informasinya. Untuk metode pembayarannya juga
sesuai dengan akad Istishna’ yaitu diperbolehkan membayar dimuka,
ditengah ataupun diakhir saat barang yang dipesan siap untuk diterima oleh
pembeli. Jangka waktu pembayaran yang tidak ditentukan sudah sesuai
dengan akad Istishna’ dimana tidak adanya pembatasan waktu dan tidak
adanya bunga yang mengandung unsur riba. Kedua, mengenai adanya
praktek akad Istishna’ yang ada di UD Cipta Indah teori yang digunakan
sesuai dengan mazhab Hanafi. Dimana ketentuan tentang pembayaran dan



ketentuan barang yang dibuat sudah selaras dengan praktek akad Istishna’
yang dipaparkan dari mazhab Hanafi”.!°

2.  Erdi Marduwira (2010) dengan judul “Akad Istishna’ Dalam Pembiayaan
Rumah Pada Bank Syariah Mandiri. Tujuan dari penelitian ini adalah
menganalisis mekanisme akad Istishna’ pada pembiayaan rumah KPRS di
Bank Syariah Mandiri, mengetahui mengenai apa saja faktor penyebab
pembiayaan bermasalah serta cara penyelesaian pembiayaan bermasalah.
Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan akad dengan menggunakan akad
Istishna’ pada Bank Syariah Mandiri untuk nasabah sesuai dengan pedoman
baku yang berlaku mengenai akad pembiayaan Istishna’ pada Bank Syariah
Mandiri. Penyebab pembiayaan bermasalah pada akad Istishna’ ada 2 faktor
yakni faktor dari dalam dan faktor dari luar. Pemecahan masalah untuk
pembiayaan yang bermasalah pada Bank Syariah Mandiri melalui beberapa
tahapan yaitu: reschedulling, pembinaan, collection, pengurangan
tunggakan pokok, eksekusi jaminan, dan hapus buku”.!

3. Detty Kristiana Hidayat (2008) dengan judul “Pelaksanaan Akad
Murabahah Dalam Pembiayaan Pembelian Rumah PPR di Bank Danamon
Syariah Kantor Cabang Solo. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui
mengenai pelaksanaan akad murabahah dalam Pembiayaan Pembelian
Rumah Syariah pada bank syariah, menganalisis apa saja hambatan dalam
pelaksanaannya serta bagaimana upaya penyelesaian terhadap hambatan
tersebut. Hasil dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan akad yang
murabahah yang diterapkan oleh Bank Danamon Syariah Kantor Cabang
Solo dalam Pembiayaan Rumah sedikit banyak telah sesuai dengan aturan
dalam Fatwa DSN MUI Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
murabahah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang

Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan

10 Qyafi’ Hidayat, “Implementasi akad Istishna’ dalam jual beli mebel tinjauan madzab
Syafi’i dan madhab Hanafi (studi kasus di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok
Kabupaten Blitar). (malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016)

1 Erdi Marduwira, “dkad Istishna’ Dalam Pembiayaan Rumah Pada Bank Syariah
Mandiri”, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)



Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Hambatan yang sering muncul
adalah adanya cidera janji yang dilakukan oleh nasabah yaitu berupa
keterlambatan pembayaran nasabah. Upaya pertama bank dalam
menyelesaikan perselisihan adalah dengan jalan perdamaian. Pertama, akan
diingatkan melalui telepon. Kedua, pihak bank menemui nasabah untuk
mencari jalan keluar. Ketiga, memberikan surat peringatan, maksimal 3 kali.
Keempat, melakukan somasi atau penyelesaian melalui balai lelang swasta.
Jika nasabah dirasa tidak kooperatif maka penyelesaian diserahkan pada
Pengadilan Negeri”.

Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi dan Suyud Arif (2018) dengan
judul “Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah : Studi
Kasus Developer Properti Syariah Bogor. Tujuan dari penelitian ini adalah
analisis mengenai pembiayaan rumah melalui akad Istishna’. Hasil dari
penelitian ini adalah Developer Properti Syariah Abbi Garden menerapkan
akad Istishna’ pada sistem pembiayaan rumahnya. Di dalam
pengimplementasiannya tidak menerapkan suku bunga atau riba, tidak ada
denda, tidak ada sita, dan tidak menjamin barang yang bukan milik
pembeli.l? Jaminannya berupa barang atau surat berharga contohnya surat
tanah namun bukan surat tanah yang diangsur pada pihak developer. Dan
jika tidak ada maka agunannya berupa surat tanah dan bangunan yang
diangsur tersebut kemudian dititipkan pada notaris. Jika terjadi pembiayaan
yang tidak lancar maka dilakukan dengan cara kekeluargaan, kemudian
reschedule pembiayaan, dan jika mengalami gagal bayar maka pihak
developer meminta pertanggung jawaban pembeli dengan mengeksekusi
barang jaminan milik pembeli atau surat yang dititipkan pada notaris dengan
sepengetahuan pembeli”.

Muh Ramli (2017), “Penerapan Akad Istishna’ Terhadap Sistem Pemasaran
Industri Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada
Kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota Makassar). Tujuan dari

12 Muhammad Rizki Hidayah, “Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah:

Studi Kasus Developer Properti Syariah Bogor”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9 No. 1, (Mei 2018),

h 10.
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penelitian ini adalah analisis penerapan akad Istishna’ dalam sistem
pemasara industri meubel dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil dari
penelitian ini adalah sistem pemasaran di Kawasan Pengrajin Meubel
Antang Kota Makassar dalam perencanaan dilatarbelakangi adanya
kebutuhan pasar terhadap produk meubel yang didukung oleh bahan baku
yang memadai. Saluran pemasaran menggunakan direct selling dan
menerapkan marketing mix. Penerapan akad Istishna’ pada Kawasan
Pengrajin Meubel di Antang Kota Makassar sudah sesuai dengan prinsip
prinsip jual beli Istishna’, cara pembelian, pembayaran sesuai dengan tata
cara pembelian dan pembayaran dalam akad Istishna’. Strategi pemasaran
dalam target market tidak melakukan segmentasi pasar namun tetap
memperhatikan marketing mix serta melakukan inovasi-inovasi dalam

pembuatan produk”.'?

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian
Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, metode kualitatif

adalah “penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah
yang ada berdasarkan data-data dengan cara menyajikan data, menganalisis
data dan menginterpretasikannya. Selanjutnya, jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu menunjukan
jika tujuan penelitian adalah memberikan penjelasan secara terperinci serta
mendalam mengenai suatu masalah sosial yang dapat dijadikan sebagai
objek penelitian”.14

2. Sumber data dan jenis penelitian
Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a.  Sumber data primer

13 Muh Ramli “Penerapan Akad Istishna’ Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel
Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota
Makassar). (Makassar: UIN Alauddin, 2017)

14 Suharsini Arikuno, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rhineka
Cipta, 2010), h 3.
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Sumber data utama adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti
langsung dari sumber pertama atau lokasi objek penelitian. Sumber
data primer didapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi
mengenai analisis akad jual beli Istishna’ pada Developer Ahsana
Properti Syariah Tuban.

Sumber data sekunder

Sumber data sekunder mendukung peneliti untuk memperoleh

data secara tidak langsung melalui media perantara (seperti buku,

jurnal, situs web, dan artikel tepercaya).

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menunjukkan apabila

tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan rinci dan mendalam

tentang masalah sosial yang dapat digunakan sebagai objek penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif, metode yang digunakan oleh peneliti

untuk memperoleh dan mengumpulkan data harus jelas, spesifik, dan

mendalam. Teknik-teknik berikut dapat digunakan untuk pengumpulan data

dalam penelitian kualitatif:

a.

Observasi yaitu “suatu kegiatan yang dilakukan untuk memahami dan
mendapatkan suatu informasi terhadap suatu objek yang dibutuhkan
untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi dalam konteks
penelitian ini difokuskan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan
mendapatkan  sumber informasi dari data primer dengan
mengoptimalkan pengamatan peneliti”.> Observsi dilakukan pada
kantor Developer Ahsana Properti Syariah yng berada di Tuban.

Wawancara, ”teknik ini merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan
informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada
narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi yang

mendalam. Wawancara digunakan untuk menggali lebih dalam data

15 Rully Indrawan dan R. Poppy Yaniawati, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,
dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan, (Bandung: PT Refika Aditama,

2017), h 134
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yang diperoleh dari observasi”.'® Oleh karena itu, peneliti di sini akan

langsung mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang-orang yang

perlu dikonsultasikan, yaitu para manajer dan pembeli rumah pada

Developer Ahsana Properti Syariah Tuban.

c.  Studi dokumentasi adalah “suatu teknik pengumpulan data yang
secara tidak langsung ditujukan terhadap subjek penelitian, namun
hasil tersebut berupa suatu dokumen. Dari teknik tersebut peneliti
mendapatkan informasi berupa data tertulis yang dapat dijadikan
sumber pendukung agar data tersebut teruji tingkat keabsahannya.l’
Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan analisis jual beli
kepemilikan rumah syariah pada Developer Ahsana Properti Syariah
Tuban”.

Teknik analisis data
Metode deskripsi kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data

akurat yang ditemukan di lapangan dan interpretasinya, yaitu “analisis yang

berangkat dari sebuah data yang kemudian akan ditinjau dengan berbagai
teori yang ada dan hasil yang didapatkan akan dideskripsikan berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari perilaku yang telah diamati oleh peneliti di

tempat penelitian. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi

atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual, dan
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena
yang diselidiki”.

Alasan mengapa peneliti menggunakan teknik ini adalah karena
peneliti berharap untuk mempelajari fenomena sosial yang terjadi secara
alami lebih dalam, sehingga apakah data yang diperoleh di bidang ini
konsisten dengan kejadian yang sebenarnya. Data tersebut kemudian
diproses dan dianalisis dengan cara berpikir induktif, yang berarti cara

berpikir berdasarkan fakta spesifik, dan kemudian penelitian, analisis, dan

16 Ibid. h. 136.
7 Ibid. h. 139.
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ringkasan sehingga solusi atau solusi dari masalah biasanya dapat
diterapkan.

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematis penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-
masing memiliki sub-bab pembahasan, sehingga memudahkan pembaca untuk
membaca hasil penelitian
BAB | PENDAHULUAN

“Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan”.
BAB Il KERANGKA TEORI

“Bab ini berisi landasan teori yang mendukung dan relevan baik dari buku
atau sumber literatur lainnya yang sesuai dalam penelitian ini. Terdapat uraian
mengenai teori akad jual beli Istishna’, landasan hukum operasional, serta properti
syariah”.

BAB 11l GAMBARAN UMUM OBYEK DAN HASIL PENELITIAN

“Bab ini merupakan deskripsi data yang berkaitan dengan gambaran umum
tentang objek yang akan diteliti, yaitu mengenai Developer Ahsana Properti
Syariah baik sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur
organisasi, keberadaan lokasi proyek Developer Ahsana Properti Syariah serta
gambaran umum mengenai skema akad jual beli Istishna’ pada Developer Ahsana
Properti Syariah Tuban”.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

“Bab ini berisikan analisis hasil dari penelitian, yakni mengenai skema akad
jual beli Istishna’ yang digunakan, serta tindakan yang dilakukan oleh Developer
ketika ada masalah dalam pembayaran cicilan kepemilikan rumah pada akad
Istishna’ yang digunakan sebagai transaksi jual beli pada Developer Ahsana

Properti Syariah Tuban”.
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BAB V PENUTUP

“Bab ini merupakan bagian akhir dari sistematika penulisan penelitian ini
yaitu berisi kesimpulan dari penelitian serta kritik dan saran bagi Developer
Ahsana Properti Syariah Tuban terkait permasalahan yang diangkat sebagai bahan
pertimbangan untuk menentukan strategi dalam pengembangan serta kemajuan

terhadap objek yang diteliti”.



BAB I1

PEMBAHASAN UMUM TENTANG AKAD ISTISHNA’, PEMBIAYAAN,

PROPERTY SYARIAH, DAN HUTANG

A.  AKAD

1.

PENGERTIAN AKAD

Definisi Akad dalam Bahasa arab al-‘agdu yang merupakan jama’
dari al- ‘uqud, yang mempunyai arti “ikatan atau yang mengikat (ar-rabth)”.
Al-‘agdu adalah Ar-rabthu wa al-ikhaam wa at-tagwiyah (mengikat,
menetapkan, menguatkan) dalam kamus Misbaah al-Muniir dinyatakan
‘Agadtu al-habla ‘aqd (an) fa (i) n’ agada “aku mengikat tali dengan satu
ikatan sehingga menjadi terikat”. Al-Ugdah adalah apa yang diikat dan
dikuatkan. Jadi Aqdu mempunyai arti al-istiisyaaq “mengikat kepercayaan”
dan As-syadd "penguatan”.'® Hal ini tidak akan terjadi apabila tidak ada dua
pihak yang berakad.

Al-‘aqdu secara istilah adalah hubungan antara ijab dan kabul yang
dibenarkan syariah, yang memunculkan implikasi pada objeknya. ljab
adalah ucapan pertama yang keluar dari salah satu pihak sebagai ungkapan
dari ketegasan kehendaknya dalam melangsungkan akad, baik dengan
perkataan “Aku menjual (Bi’tu)” atau “Aku membeli (Isytaraytu)”. Kabul
adalah apa yang keluar dari pihak kedua setelah adanya ijab yang
mengungkapkan persetujuan terhadap ijab. Salah satu pihak dinyatakan
telah melakukan suatu ikatan apabila ljab dan kabul telah dilaksanakan
sesuai dengan syarat syar’inya.*®

Berdasarkan pemahaman diatas, dapat disimpulkan bahwa kontrak
adalah penawaran yang diungkapkan oleh satu pihak ke kontrak, sementara
pihak lain menerima tawaran tersebut, dan penawaran berlaku sesuai dengan

prinsip-prinsip Islam.

18 Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah, Padang:

Akademia, 2012, h 30

9 Ibid.
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Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur’an adalah surah Al-

Maidah ayat 1 sebagai berikut :2°

Sas g a&ile ) i) Ak 280 s Sl 1550 5l sl e
Y-l A A &) A AT il
Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan
ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan
tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau
umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia
kehendaki ”. (Al-maidah:1)

Semua perjanjian (transaksi) yang disimpulkan oleh dua atau lebih
pihak tidak boleh menyimpang dan harus sesuai dengan ajaran Islam. Tidak
boleh ada perjanjian untuk menipu orang lain, barang terlarang, dan

perjanjian untuk membunuh seseorang.!

2. RUKUN AKAD

Rukun akad ada tiga, yaitu:?2

a.  Dua pihak yang berakad (al- ‘agidain) yaitu: “dua pihak dalam akad
yang tanpa keduanya tidak akan terjadi suatu akad”.

b.  Objek akad (mahal al- ‘agd) yaitu: “suatu objek yang dijadikan akad”.

c.  Redaksi akad (shighat al- ‘agdi) yaitu: “dua belah pihak yang sedang
melakukan ucapan timbal balik yang menunjukan suatu kesepakatan.
Lafaz sighat haruslah memberikan makna kepastian dengan maksud
tidak ada keraguan didalamnya dan tidak ada pula penundaan. Redaksi
ijab dan kabul adalah redaksi kata kerja lampau (madhi), seperti bi tu
“aku menjual” dan gabiltu “aku menerima”, akan tetapi apabila akad
tersebut menggunakan redaksi mudhari (kata kerja kekinian), dengan

maksud sekarang, maka jual beli itu terakadkan. Jual beli juga sah

20 https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/5 diakses pada 23 Desember 2019

21 Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Ed. 1, Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2003, cet. Pertama, h 103

22 Salman, Akuntansi ...,h 31
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apabila menggunakan tulisan atau pelabelan harga yang kemudian
harganya diserahkan kepada penjual dengan sukarela”.

SYARAT UMUM AKAD

Para ‘ulama figh menetapkan bahwa beberapa kondisi umum harus

dipenuhi dalam akad, selain dari itu setiap akad juga memiliki persyaratan

khusus. Akad jual beli memiliki syarat-syarat tersendiri, berikut ini yang

merupakan syarat-syarat suatu akad adalah:?3

a.

Pihak-pihak yang melakukan akad merupakan seorang mukalaf
(seorang muslim yang sudah dapat dikenai hukum). Apabila belum
mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh karena itu suatu akad
yang dilakukan oleh orang yang kurang waras atau anak kecil yang
belum mukallaf secara langsung hukumnya tidak sah.

Obyek akad itu, diakui oleh syara’. Obyek akad harus memenuhi
syarat:

1)  Berupa harta.

2)  Dimiliki seseorang

3)  Mempunyai nilai harta menurut syara’

Oleh sebab itu, harta yang tidak bernilai menurut syara’ tidak
sah seperti khamar (minuman keras). Selain itu, mayoritas ulama
kecuali ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa barang najis seperti
anjing, babi, bangkai dan darah tidak bisa dijadikan obyek akad,
karena barang tersebut tidak bernilai menurut syara’.

Menurut Mustafa az-Zarqa’ “harta wakaf tidak dapat dijadikan
sebagai obyek akad. Sebab harta wakaf tidak merupakan harta yang
dimiliki seseorang”, melainkan hak milik bersama kaum muslimin.
Dengan demikian, harta wakaf tidak sah apabila dijadikan obyek akad.
Mustafa az-Zarqa’ “sewa-menyewa harta wakaf diperbolehkan, karena
harta wakaf itu tidak berpindah tanggan secara penuh kepada pihak

penyewa”.

23 Ali, Berbagai...,h 105-108
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Obyek akad memiliki syarat harus ada dan dapat diserahkan
ketika akad berlangsung, karena transaksi sesuatu yang belum ada dan
tidak mampu diserahkan ketika akad, maka hukumnya tidak sah.
Contohnya: menjual mangga yang belum berbuah, menjual ikan yang
masih dalam sungai.

Menurut ahli figih, ketentuan tersebut tidak berlaku dalam ‘aqd
salam , Istishna’, dan musaagah “transaksi antara pemilik kebun dan
pengelolanya”. Pengecualian ini didasarkan, “bahwa akad-akad
semacam itu dibutuhkan dan telah menjadi adat kebiasaan yang
dilakukan oleh masyarakat”.

Akad itu tidak dilarang dalam al-qur’an dan syara’. Atas dasar ini,
“seseorang wali (pemelihara anak kecil), tidak dibenarkan apabila
menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil
itu dikembangkan, dipelihara dan tidak diserahkan kepada seseorang
tanpa adanya suatu imbalan (hibah). Apabila terjadi akad, maka akad
itu batal menurut syara’”.

Akad yang dilakukan ini memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad
yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum.
Syarat-syarat khusus, misalnya : syarat jual beli berbeda dengan syarat
sewa-menyewa dan gadai.

Akad itu bermanfaat. sebagai contoh “ketika seorang suami
melakukan akad dengan istrinya, bahwa suami akan memberi upah
kepada istrinya dalam urusan rumah tangga”. Akad seperti ini batal,
karena istri memang berkewajiban menggurus rumah.

ljab tetap utuh sampai terjadi kabul. Sebagai contoh “ketika dua orang
pedagang dari dua daerah yang berbeda, melakukan transaksi dagang
dengan surat (tulisan), pembeli melakukan ijab melalui surat yang
memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada
penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan (gila)”. Transaksi
seperti ini menjadi batal, karena salah satu pihak telah meninggal atau

gila (tidak bisa lagi bertindak atas nama hukum).
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g. ljab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu “suatu keadaan
yang menggambarkan suatu proses transaksi. Menurut Mustafa az-
Zarqa’, majelis itu dapat berwujud tempat dilangsungkan akad dan
dapat berwujud keadaan selama proses berlangsungnya akad,
sekalipun tidak pada satu tempat”.

h.  Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara. Sebagai contoh
ketika jual beli, sudah jelas bahwa tujuan transaksi jual beli adalah
untuk memindahkan hak-milik penjual kepada pembeli dengan
imbalan. Begitu juga dengan akad-akad lainnya. contoh “jual beli
yang tidak diakui syara’ adalah menjual anggur kepada pabrik

pengelola minuman keras”.

B. ISTISHNA’

1.

124.

Pengertian Istishna’

Istishna’ secara etimologis berarti “meminta membuat sesuatu,
mempunyai arti permintaaan kepada seorang pembuat untuk mengerjakan
sesuatu”. Tetapi secara terminologis, Istishna’ adalah “transaksi atas barang
yang diperjualbelikan dalam tanggungan dengan syarat dikerjakan.2* Objek
dari akad ini adalah barang yang wajib dikerjakan dan pekerjaan dalam
pembuatan barang.

Menurut ulama Hanafiyah, Istishna’ merupakan “sebuah akad untuk
sesuatu yang tertanggung dengan syarat mengerjakannya. Kalangan Asy-
Syafi’iyah mengaitkan akad Istishna’ dengan akad salam yakni suatu barang
yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya”.?®

Istilah "Istishna™ mirip dengan salam, tetapi digunakan untuk barang
non-komoditas atau barang yang dihasilkan dari pembuatan, manufaktur,
atau konstruksi pesanan. Metode pembayaran akad ini tidak dibayar di

muka, tetapi dapat dibayar dengan mencicil atau sesuai dengan progres

24 Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, (Jakarta: Prenamedia Grup,2012), h

25 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam : Figh Muamalah, (Surabaya: UIN Sunan

Ampel Press,2014), h 59.



19

pesanan, atau bahkan ditangguhkan sesuai dengan perjanjian pihak yang
menandatangani kontrak.2®

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, Istishna’ merupakan
kontrak yang terjadi antara pemesan dengan pembuat barang. Isi kontrak
tersebut pembuat barang mendapatkan pesanan dari pembeli, kemudian
pembuat barang tersebut berusaha untuk membuatkan barang yang dipesan
oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Pihak yang berakad
telah bersepakat tentang harga dan metode pembayarannya baik yang
dilakukan dimuka, cicilan, ataukah ditangguhkan sampai suatu waktu di
masa yang akan datang.?’

Menurut ulama Syafi’iyah, ba’i istishna adalah bagian yang khusus
dari akad ba’i as-salam. Namun dalam prakteknya, Istishna’ biasanya
dipergunakan dalam bidang manufaktur. Oleh itu, ketentuan ba’i istishna

mengikuti atau sama dengan ketentuan akad ba i assalam.?®

2. Dasar Hukum Istishna’

Secara harfiah, dasar hukum untuk “Istishna" tidak ada. Berbicara
secara logis, "Istishna" tidak diperbolehkan, karena objek kontrak tidak ada
atau objek penjualan. Para ahli Hanafiah Istishna mengatakan: "Alasan
mengapa hal itu dapat didasarkan pada istihsan adalah karena kontrak telah
dilaksanakan oleh masyarakat sejak waktu yang lama, dan tidak ada yang
membantahnya, sehingga undang-undang lisensi dapat diklasifikasikan
sebagai ijma".

Menurut madhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, “akad Istishna’
dibolehkan atas dasar akad salam dan kebiasaan manusia”. Syarat-syarat
dalam akad salam juga berlaku untuk akad Istishna’. Salah satu syarat dari
akad salam yang berlaku untuk akad istishna’ adalah penyerahan seluruh

26 FORDEBI, ADESy, Ekonomi dan Bisnis Islam, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h 36.

27 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan, (Jakarta:
Tazkia Institut, 1999), h 173.

28 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema
Insani, 2001), h 113.



20

harga di dalam akad. Seperti halnya dalam akad salam, menurut Syafi’iyah,

Istishna’ hukumnyah sah, baik masa penyerahan barang yang dipesan

ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.?°

a.

Al-Qur’an
Surah Al-Bagarah ayat 275:3°

U’“’“M M\mdj\ }SJ\ASY\U}A}MY\}US\ jﬁbu.i.ﬂ\"
wt;ws\wx\eﬁjcmm\d;\}\wx\dubux\w\)xu?@_,udh
X \«JJJUJLGUAJ ﬂ‘é\oﬁ\jduu‘\jﬁ‘s@_u\ﬁ‘u)w&s}n
YVo Lt G3AA L 2T

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena
gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama
dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari
Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya
dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.
Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka
kekal di dalamnya ”.(Al-Bagarah:275)

Hadits

Dasar hukum para ulama memperbolehkan jual beli Istishna’
disyariatkan berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw bahwa beliau
pernah minta dibuatkan stempel yang berbrntuk cincin sebagaimana

yang dirwayatkan Muslim, sebagai berikut:

GG 931 IS g ade dl a8 (f wie ) (2
G WA gohalali g téucuuswwm‘ye;d\uwdﬁﬁmg\
(elumo\j‘)) "od.au_qu\_uuj\ ‘).L-u\ cA\Sd\A 4.;43

Artinya:

“Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiallahu ‘anhu, pada
suatu hari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam hendak menuliskan
surat kepada seorang raja non arab, lalu dikabarkan kepada beliau:
Sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang

29 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet.1l, h 254
30 https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/275 diakses pada 23 Desember 2019
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tidak distempel, maka beliaupun memesan agar ia dibautkan cincin
stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang

ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (Riwayat
Muslim)

Perbuatan nabi Muhammad ini menjadi bukti nyata bahwa akad
istishna' adalah akad yang dibolehkan.3!

Landasan kedua yang menjadikan diperbolehkannya transaksi
Istishna’ adalah saat beliau ditawari seorang perempuan sebuah

mimbar karena budaknya mempunyai keahlian membuat mimbar.

RS LSE 48 sl S8 Vs &l sl 9T 4 0505 G ralld 8al i
"kl calead il Gy OB

Artinya:

“Sesungguhnya ada seorang wanita berkata: Wahai Rosulullah!
tidaklah aku membuatkan sesuatu (mimbar) untuk kamu duduk di
atasnya? Karena aku punya seorang budak yang berprofesi sebagai
tukang kayu. Beliau menjawab: Jika kamu ingin (silahkan). Maka

wanita itu kemudian membuatkannya (maksudnya budak wanita itu)”.
[ HR. Al-Bukhori : 449 ].3?

c. Ijma’

A 8 Sh G dlaxg r“G-’Y ey e ) ELA;Y ¢BlLLA) J};;}
er\c;u;.a\]» - (:M\}DM\‘LAQ d\ﬂ&ﬂ} c)S.'J.:.::uAJL.aGY\
38 (LA uyd...ml\ 3y Ly o- ?M‘J oA A_alc Jés «‘U)ua g_A“'
dﬁw\.\ﬂ\;({@.\ﬂ&\&.\s}@ MUM\D\JLQ}CWAAUJ\LG
coi‘d\ UL"’,)"Q %) c‘)a\}('b e\.a;j\ d)’aﬁﬁﬁﬁw\_\ﬁ\ AJJ.I \J@J) ctl.aa‘}“.a
JJB u\_u ).\c UA c;\&wﬂ Q_UL.J\ A&Lﬂ ‘;} cd.aa_u.u Lﬁ'ﬂ‘ ;Ld\ J‘JSA}
‘d\}gmu\;‘\u‘)}}‘\& \ﬁu\M\o&}‘dﬂ\c\y@jcu}M\
t}u cua;mu u.u:; U‘“ d:u }\ cu; ‘;\ Cl_i;.i J’é ul.uu‘z’\ uy
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31 Ahmad Sarwat, Seri Figh Islam Kitab Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2007), h 89
32 https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/335/hukum-akad-alistishna/, diakses

pada 23 Desember 2019
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Artinya:

“(Jual beli sistem istishna’) boleh berdasar istihsan (anggapan
baik) dan adanya ijma’ (kesepakatan) umat atas hal ini. Karena
manusia telah melakukan hal ini sepanjang zaman tanpa ada
pengingkaran. Sungguh Nabi-shollallahu ‘alaihi wa sallam- telah
bersabda: (Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan). Nabi-
shollallahu ‘alaihi wa sallam- juga bersabda: (Apa yang dianggap
oleh kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik, maka itu baik di sisi
Alloh. Dan apa yang dianggap oleh kaum muslimin sebagai sesuatu
yang jelek, maka itu jelek di sisi Allah). Maka qgiyas ditinggalkan
dengan adanya ijma’. Oleh karena itu ditinggalkan qiyas dalam upah
masuk WC tanpa ada keterangan waktu (di dalamnya) serta kadar air
yang digunakan, dan berhentinya seorang yang minum dari wadah air
tanpa ada keterangan tentang kadar air yang diminum, serta dalam
membeli sayuran. Demikianlah perkara-perkara yang remeh/ringan,
dan masalah ini (istishna’) demikian juga. Karena manusia terkadang
membutuhkan sepatu atau sandal dari jenis yang khusus, macam yang
khusus, di atas kadar dan sifat yang khusus. Dan keberadaannya
dalam kondisi telah dibuat terkadang sangat jarang. Maka mereka
membutuhkan untuk minta dibuatkan. Seandainya tidak boleh, maka
manusia akan terjatuh dalam kesempitan”.[Badai’ush-Shonai’ Fi
Tartibisy Syaroi’ : 5/2 ]*

d.  Fatwa DSN MUI

Konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI berbeda dengan konsep
bunga tetap pada kredit. Keuntungan jual beli diperoleh dari harga jual
yang disepakati dan tidak bisa berubah. Bunga pada kredit
memungkinkan bertambah manakala waktu pembayaran menjadi lebih
lama, dengan sistem denda dan rescheduling (penjadwalan ulang).
Perbedaan tersebut karena perubahan sistem bunga menjadi sistem
keuntungan jual beli. la belum mampu menghapuskan substansi
dhulmun dalam penarikan keuntungan atas modal.>*

Dalam fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis

Ulama Indonesia), dijelaskan bahwa transaksi Istishna’ adalah

33http://abuanas-aljirani.blogspot.com/2016/04/hukume-istishna-jual-beli-dengan
pesan.html, diakses pada 23 Desember 2019

34 Nur Fathoni, konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI, Economica: Volume IV/Edisi
1/Mei 2013, h. 79
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perjanjian jual beli dalam bentuk perjanjian pemesanan komoditas

antara pembeli (mustashni’) dan penjual/produsen (shani).

DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 06/DSNMUI/IVV/2000
tentang akad Istishna’. Keputusan fatwa ini mempertimbangkan
beberapa hal antara lain: “kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan
sesuatu sering membutuhkan pihak lain untuk mewujudkannya dan
hal tersebut dapat dilakukan melalui akad Istishna’, transaksi Istishna’
yang telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan syariah berlandaskan
fatwa DSN-MUI mengenai istishna’, agar praktik tersebut sesuai
dengan syariah Islam”.

Menurut MUI Dalam fatwa DSN- MUI (Dewan Syariah
Nasional- Majelis Ulama Indonesia) nomor 06/DSN-MUI /1V / 2000
menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) ketentuan dibolehkan:

1)  Ketentuan mengenai Pembayaran, dimana alat pembayaran
harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang,
barang, dan manfaat, pembayaran yang dilakukan harus sesuai
dengan kesepakatan, dan tidak boleh berbentuk pembebasan
hutang.

2) Ketentuan tentang Barang, harus bercirikan dengan jelas dan
bisa diakui sebagai hutng, bisa dijelaskan spesifikasinya,
penyerahan barang dilakukan di kemudian hari, waktu dan
tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan
kesepakatan, pembeli (mustashni’) tidak boleh menjual barang
sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali
dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dam dalam hal
terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan,
pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan
atau membatalkan akad.

3) Ketentuan Lain yaitu: Dalam hal pesanan sudah dikerjakan
sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, semua

ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas
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berlaku pula pada jual beli Istishna’, jika salah satu pihak tidak
menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara
kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui
Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan

melalui musyawarah.

Sifat Akad Istishna’

Istishna’ termasuk dalam akad ghair lazim (tidak mengikat), baik
sebelum pembuatan pesanan ataupun setelahnya. Pihak-pihak dalam akad
istishna’  memilki hak khiyar untuk melangsungkan akad atau
membatalkannya, dan berpaling dari akad sebelum mustashni’ (pemesan)
melihat barang yang dibuat/dipesan. Apabila shani’ (pembuat) menjual
barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh mustashni’ maka hukum akad
tersebut sah karena akadnya ghair lazim, dan objek akad tersebut bukan
benda yang dibuat itu sendiri, melainkan benda sejenis yang masih ada
dalam tanggungan. Berpaling dari akad sebelum mustashni’ (pemesan)
melihat barang yang dibuat/dipesan. Apabila shani’ (pembuat) menjual
barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh mustashni’ maka hukum akad
tersebut sah karena akadnya ghair lazim, dan objek akad tersebut bukan
benda yang dibuat itu sendiri, melainkan benda sejenis yang masih ada
dalam tanggungan.3>

“Saat shani’ menyerahkan barang yang dibuatnya kepada mustashni’,
maka hak khiyarnya menjadi gugur karena mustashni’ dianggap setuju
dengan tindakan skani’ mendatangi konsumen tersebut. Apabila mustashni’
telah melihat barang yang dipesannya, maka dia memilki hak khiyar.
Apabila dia menghendaki, maka dia berhak meneruskannya dan apabila dia
menghendaki dia boleh membatalkan akadnya” hal tersebut menurut Imam
Abu Hanifah dan Muhammad. Mereka beralasan karena telah membeli
barang yang belum dilihatnya, oleh karena itu mereka berhak atas khiyar.
Tetapi menurut Imam Abu Yusuf “apabila mustashni’ telah melihat barang

% Muslich, Figh ...,h 255
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yang dipesannya maka akad menjadi lazim (mengikat) dan tidak ada khiyar,
apabila barang yang dipesan tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang
ditetapkan dalam perjanjian. Ini dikarenakan barang tersebut merupakan
objek akad (mabi’) yang memiliki kedudukan sama seperti dalam akad
salam yakni tidak ada khiyar ru’yah. Selain itu, hal ini juga untuk
menghindari kerugian shani’ karena telah rusaknya bahan-bahan yang telah
dibuat sesuai dengan permintaan mustashni’, dan untuk dijual kepada orang

lain belum tentu ada yang mau”.3®

Perbedaan Istishna’ dan Salam

Ditinjau dari segi objek, Istishna’ hampir serupa dengan akad salam
karena barang yang dijual belum ada, tetapi keduanya tetap memiliki
perbedaan. Istishna’ merupakan salah satu bentuk dari akad salam, hanya
saja objek yang diperjanjikan berupa kontrak produksi. Mayoritas ahli figih
mempunya pendapat bahwa ba i Istishna’ merupakan jenis khusus dari akad
ba’i salam yang digunakan dalam bidang barang. Ketentuan yang ada dalam
akad Istishna’ mengikuti ketentuan yang ada dalam akad salam. Akad salam
berlaku untuk barang-barang secara umum, sedangkan Akad Istishna’
khusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk membuatnya. Selain itu, dalam
akad salam disyaratkan membayar ketika akad dilangsungkan sedangkan
Akad Istishna’ dapat dibayar diawal, dibelakang maupun secara bertahap.
Perjanjian pada akad salam bersifat mengikat kedua belah pihak, sedangkan
pada akad Istishna’ perjanjian menjadi pengikat untuk melindungi produsen
agar tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggung

jawab.

36 Muslich, Figh .., h 256
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perbedaan akad Istishna’ dan salam.3’
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SUBJEK SALAM stisina | ATURANDAN
KETERANGAN
Barang yang
Pokok Kontrak | Muslam Fiih Mashnu’ ditangguhkan
berspesifikasi
Metode
Bisa saat akad, | Penyelesaian
dicicil, atau di | PeMpayaran
pembayaran Dibayar pada | kemudian hari r:::ss;:::
akad sesuai dengan
kesepakatan saat | Utamaantara
akad salam dan
Istishna’
Salam memilik
sifat akad yang
mengikat semua
pihak sejak
awal, tetapi
Mengikat secara | \, engikat secara Istishna’
Sifat Kontrak | aq1; (habi’i) menjadi

ikutan (taba’i)

pengikat untuk
melindungi
penjual sehingga
tidak
ditinggalkan

begitu saja oleh

37 Antonio, Bank ..., h 116
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pemesan secara
tidak
bertanggung
jawab

Kontrak Paralel

Salam paralel

Istishna’ paralel

salam paralel
dan Istishna’
paralel sah
dengan syarat
kedua kontrak
secara hukum

terpisah

Skema Akad Istishna’ dalam Developer Property Syariah®

Nasabah
Konsumen
(pembeli)

2. jual
<—

—

1. Pesan

Produsen
(Pembuat)

T 3. Saksi

Notaris

Gambar 2.1 Skema akad Istishna’ dalam developer property syariah

Istishna’ Paralel

Istishna’ paralel merupakan pembaruan akad sebagai lanjutan dari

akad Istishna’ dengan cara produsen menggunakan subkontraktor sebagai

pemenuhan kewajibannya pada konsumen.

konsekuensi bank syariah yang menggunakan akad Istishna’ paralel

adalah sebagai berikut:3°

38 |bid. h. 115
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a.  Kewajiban atas pelaksanaan Istishna’ adalah tanggung jawab dari
bank syariah yaitu sebagai yang mengeluarkan akad Istishna’ yang
menjadi pembuat dari akad pertama. Istishna’ paralel untuk sementara
dianggap tidak ada, yang berarti bahwa bank sebagai shani’ pada akad
yang pertama harus bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian,
ataupun pelanggaran atas kontrak yang berasal dari kontrak paralel.

b.  Dalam kontrak kedua atau subkontrak, penerima subkontrak dalam
Istishna’ paralel memiliki tanggung jawab pada Bank syariah sebagai
pihak pembeli. Dalam hal ini, subkontraktor tidak memiliki kaitan
akad dengan pembeli pertama. Bai al-Istishna 'dalam kontrak kedua
menjadi kontrak paralel, yang bukan merupakan bagian atau ketentuan
dari kontrak pertama. Kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah
sama sekali tidak ada hubungan hukum antara kedua kontrak atau
perjanjian.

c.  Pada kontrak Istishna’ yang pertama, bank sebagai shani’ atau pihak
yang mengadakan barang, Bank bertanggung jawab terhadap nasabah
pada kesalahan yang dilakukan oleh subkontraktor dan jaminan
apapun yang timbul dari perjanjian tersebut. Berdasarkan hal itulah

bank boleh mengambil keuntungan dari kontrak yang ada.

Down Payment (DP) dalam Akad Istishna’

Down Payment (DP), dalam bahasa Arab, adalah “’urbun” Secara
bahasa yang artinya tanda jadi dalam transaksi jual beli. Wujud jual beli ini
dapat diberi gambaran sebagai berikut:

“Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli
barang kepada penjual. Jika transaksi berlanjut, pembayaran di muka harus
termasuk dalam harga pembayaran. Jika tidak, itu milik penjual”.

Definisi lain mengatakan adanya seorang pembeli memberikan
sejumlah uang dan menyatakan, “apabila saya ambil barang tersebut maka
ini adalah bagian dari nilai harga, dan bila tidak jadi saya ambil maka uang

(DP) tersebut untukmu. Atau seorang membeli barang dan menyerahkan
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satu dirham atau lebih kepada penjualnya, dengan ketentuan apabila si
pembeli mengambil barang tersebut maka uang DP tersebut dihitung
pembayaran, dan bila gagal maka itu milik penjual”.*°

Ketentuan ini memperlihatkan adanya dua tujuan ‘urbun. “Pertama
‘urbun yang dimaksudkan sebagai bukti untuk memperkuat akad dimana
akad tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak selama
tidak ada persetujuan atau adat kebiasaan yang menentukan lain. Penjelasan
tersebut memiliki arti bahwa ‘urbun merupakan bagian dari pelaksanaan
perikatan salah satu pihak, dan merupakan bagian pembayaran yang
dipercepat”. “Kedua ‘urbun dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada
pihak-pihak yang terkait untuk memutuskan akad secara sepihak dalam
jangka waktu yang ditentukan dalam adat kebiasaan atau yang disepakati
oleh para pihak sendiri dengan imbalan ‘urbun yang dibayarkan. Kondisi
ketika yang memutuskan akad adalah pihak pembayar ‘urbun, maka ia
kehilangan ‘urbun tersebut (sebagai kompensasi pembatalan akad) yang
dalam waktu yang sama menjadi hak penerima ‘urbun”.

Sebaliknya apabila pihak yang memutuskan akad adalah pihak
penerima ‘urbun, maka pihak penerima ‘urbun wajib mengembalikan
‘urbun yang telah dibayar oleh mitra yang bekerjasama disamping terdapat
tambahan sebesar jumlah ‘urbun tersebut sebagai kompensasi kepada mitra

yang bekerja sama atas tindakan untuk membatalkan akad.

8. Pembatalan Akad Istishna’

Transaksi jual beli mempunyai beberapa dampak yang terjadi, dalam
hal ini persoaalan penyesalan yang dialami oleh salah satu pihak yang
bertransaksi atas transaksi yang telah sah dan ingin membatalkannya.
Mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini, dapat dicegah ketika adanya
aturan tentang pemutusan transaksi (fasakh). Pemutusan akad yang

dilakukan sebagian menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Uang

40 Adiwarman A Karim, bank islam: Analisis Figh dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2010),h 26
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muka bisa menjadi solusi dalam hal ini, agar pihak yang terkait dalam
transaksi tidak membatalkan akad tanpa persetujuan. Nabi Muhammad
SAW kemudian menetapkan ‘“siapapun yang membayar uang dimuka
haruslah untuk kualitas, ukuran, dan berat yang telah ditetapkan dan

diketahui bersamaan dengan harga dan waktu penyerahan”.*!

9.  Hikmah Disyariatkan Istishna’

Produk yang ada di masa sekarang sudah modern, barang produksi
yang sudah ada belum cukup atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan
manusia modern. Kebutuhan manusia akan suatu produk akan meningkat
juga, sehingga harus diciptakan produk-produk yang sesuai dengan
kebutuhan manusia di masa modern. Situasi ini akan mengarah pada
hubungan peer-to-peer antara konsumen dan produsen. Produsen akan
mendapat manfaat dari kreativitas dan inovasi, sementara konsumen akan
mendapat manfaat dari memenuhi kebutuhan dan selera mereka dalam hal
bentuk dan kualitas. Dengan cara ini, kedua belah pihak akan mendapat
manfaat.*?

Begitupun pembatalan dalam akad jual beli istishna, sama halnya
dengan jual beli seperti umumnya hanya saja dalam akad jual beli yang
bersistem tidak tunai seperti akad istishna’ ini akan menimbulkan sebuah
akibat hukum bagi para transaktor. Seperti yang tertuang dalam fatwa DSN
tentang istishna’ yang kemudian diaplikasikan dalam peraturan Bl Nomor
7/46/PBI1/2005, yang berbunyi:

“Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif uang
muka, maka:

a.  Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal
membayar sisa harga.
b.  Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal

sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan

41 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2009), h 376
42 Antonio, Bank ..., h 128
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tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib
menutupi kekurangannya”.
Begitupun akad Istishna’ bisa berakhir dengan didasarkan pada
kondisi-kondisi berikut:
a.  Kedua belah pihak telah melakukan kewajiban masing-masing.
b.  Kedua belah pihak melakukan penghentian kontrak.
c.  Pembatalan hukum kontrak ini jika ada sebab yang masuk akal untuk
menanggulangi dilaksanakannya akad atau penyelesaiannya, dan

kedua belah pihak bisa menuntut pembatalannya.

Pembatalan perjanjian jual beli secara umum tidak akan dilaksanakan,
karena dasar perjanjian adalah kesepakatan masing-masing pihak yang
melakukan perjanjian tersebut. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan
apabila, sebagai berikut:

a.  Jangka waktu (perjanjian telah berakhir).

“Lazimnya suatu perjanjian didasarkan kepada jangka waktu
tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah
sampai kepada waktu yang telah ditentukan perjanjian tersebut telah
batal”.*3

b.  Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian.

“Perjanjian memiliki aturan atau ketentuan yang berlaku,
apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari
apa yang telah diperjanjikan maka pihak lain dapat membatalkan
perjanjian tersebut.Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh
salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang
telah diperjanjikan adalah didasarkan pada ketentuan al-Qur’an surat
at-Taubah ayat 7.

sataal) die Sale Gl VI a5l de 5 4 de Mg (S yuall 3K
VooomGasall Sl G agl ) i &0 ) A L 215

43 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h
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Artinnya:

“Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan
Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang
yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat
Masjidilharam (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur
terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka.
Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa ”.#4

Apabila ada penipuan dan bukti pengkhianatan.

“Jika Salah satu pihak yang melakukan sesuatu kelancangan dan
ada bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap
apa yang telah diperjanjikan, maka penjanjian yang telah disepakati
dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya”.

diperbolehkannya pembatalan dalam hal ini dapat dipahamkan
dari bunyi kalimat “jika kamu khawatir akan (terjadinya)
pengkhianatan, maka kembalikanlah perjanjian itu”. Kalimat tersebut
bisa diartikan perjanjian tersebut dapat dibatalkan jika ada suatu bukti
pengkhianatan.

Prosedur pembatalan perjanjian dengan cara memberikan
informasi kepada pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut bahwa
perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan
(dibatalkan), hal ini disertai dengan penjelasan mengenai alasan
pembatalan perjanjan.

Perjanjian dihentikan secara total ketika sudah dalam waktu
yang memadai. Maksud waktu yang memadai adalah agar pihak yang
tersangkut dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-siap
menghadapi resiko pembatalan. Dasar hukum ketentuan ini adalah
dilandaskan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam surat Al-
Anfal ayat 58:

el Cnd Vil ) $15 e 2l 26 T3 L 58 (e GRS G151
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44 https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9, diakses pada 23 Desember 2019
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Artinya:

“Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya)
pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian
itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak
menyukai orang yang berkhianat ”.%

C. PEMBIAYAAN

1.  Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara umum berarti financing atau pembelanjaan, yaitu
pendanaan yang digunakan untuk mendukung investasi yang sudah
direncanakan, yang dilakukan sendiri maupun berkelompok. Atau bisa
berarti bahwa pembiayaan dipakai untuk menjelaskan pendanaan yang
dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.®

Pembiayaan dalam Bank syari’ah merupakan aktivitas Bank syari’ah
dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain Bank dengan dasar
prinsip syari’ah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan
pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna
dana.’

Menurut pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Perbankan No.21 Tahun
2008, pembiayaan adalah “penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan
dengan itu berupa:

a.  Transaksi bagi hasil yang berupa Mudharabah dan Musyarakah.

b.  Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam
bentuk IMBT.

c.  Transaksi jual beli dalam bentuk pihutang Murabahah, salam, dan
istishna’.

d.  Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk Qardh .

4 https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/8/58, diakses pada 23 Desember 2019
46 Muhamad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h 260.
47 Drs.Ismail, perbankan syari’ah, (Jakarta:Kencana Pernada Media Group,2011), h 105-106
*http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undangundang/Pages/undangundan
g nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx, diakses pada 22 Desember 2019
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Istilah pembiayaan pada dasarnya berasal dari | belive, | trust, yaitu
“saya percaya” atau ‘“saya menaruh kepercayaan”. Pembiayaan berarti
kepercayaan (trust) artinya bahwa Bank menaruh kepercayaan kepada
seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh Bank selaku
shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan secara benar, adil serta harus
dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling bermanfaat bagi
masing-masing pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs An-Nisa
ayat 29 :#°

*8&a (yal 55 0 53 O35 O ) el 185 18050 1 5RE V1l il e
YA e oK Gl &) Al ) S Y
Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang
kepadamu ”.(An-Nisa:29)

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank syari’ah berfungsi membantu

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usaha.
Masyarakat dalam hal ini merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan

usaha, dan lain lain yang membutuhkan dana.

Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan adalah
sebagai berikut:*°
a. Kepercayaan

“Yaitu suatu keyakinan pemberian pembiayaan yang disalurkan

baik berupa uang, barang atau jasa akan diterima kembali sesuai

dengan kesepakatan. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena

sebelum dana disalurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan

yang mendalam tentang nasabah”.

49 https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/29, diakses pada 23 Desember 2019
%0 Kasmir, manajemen Perbankan, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 84-85



https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/29

35

Kesepakatan

“Kesepakatan ini tertulis dalam suatu perjanjian yang
ditandatangani oleh masing-masing pihak terhadap hak dan
kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran pembiayaan
dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua
belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah”.
Jangka Waktu

“Jangka waktu terdapat dalam setiap pembiayaan, jangka waktu
ini mencakup waktu pemberian pembiayaan yang telah disepakati.
Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak
memiliki jangka waktu”.
Risiko

“Faktor resiko kerugian dapat disebabkan karena dua hal, yaitu
Pertama, risiko kerugian yang disebabkan oleh nasabah yang sengaja
tidak membayar kredit dan resiko kerugian yang disebabkan karena
nasabah tidak sengaja. Kedua risiko kerugian nasabah yang sedang
mengalami musibah seperti bencana alam”.
Balas Jasa

“Akibat dari fasilitas kredit yang diberikan bank tentu
mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan
atas pemberian kredit tersebut disebut dengan bunga bagi bank prinsip
konvensional, sedangkan pada bank syariah disebut dengan bagi

hasil”.

Macam-Macam Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a.

Pembiayaan produktif, “yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk
memenuhi  kebutuhan produksi. Pembiyaan tersebut untuk
peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun
investasi”. Menurut manfaat pembiayaan, pembiayaan produktif dapat

dibagi menjadi dua yaitu:
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1)  Pembiayaan modal kerja, yaitu “pembiayaan yang digunakan
untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi serta untuk
kebutuhan perdagangan”.

2)  Pembiayaan investasi, yaitu “pembiayaan yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta
fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu”.

b.  Pembiayaan konsumtif, yaitu “pembiayaan yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi. Pembiayaan akan habis digunakan
untuk memenuhi kebutuhan tidak ada orientasi untuk mendapatkan

keuntungan”.

Menurut tujuan penggunaannya, pembiayaan syariah dibagi kedalam 3
kategori:
a.  Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudhrabah, musyarakah).
b.  Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (murabahah, salam dan
istishna”).
c.  Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (ijarah dan ijarah muntahiyah
bit tamlik).
d.  Pembiayaan atas dasar Qardh.>?

Pembiayaan dengan prinsip jual beli bertujuan untuk memiliki
barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa bertujuan untuk
mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha
kerjasama yang bertujuan untuk mendapatkan barang dan jasa.
Pembiayaan dengan akad lengkap bertujuan untuk memperlancar
pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip sebelumnya.

Pembiayaan Istisina’ hampir sama dengan pembiayaan salam,
tetapi dalam Istishna’ cara pembayarannya bisa dilakukan oleh bank
dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Alur Istishna™ dalam Bank
Syariah biasanya diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan

konstruksi. Pelaksanaan Istishna’ bisa dilakukan dengan dua macam

51 Karim, Bank Islam...,h 97
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cara, yaitu pihak produsen ditentukan oleh nasabah atau pihak
produsen ditentukan oleh bank. Pelaksanaan salah satu dari kedua cara
tersebut harus ditetapkan diawal akad, berdasarkan kesepakatan

masing-masing pihak.>2
D. PROPERTI SYARIAH

1.  Pengertian Properti Syariah

Lembaga keuangan syari’ah, khususnya property syariah mencoba
memodifikasi dan menerapkan akad-akad al musamma termasuk istishna’
sebagaimana yang disebutkan oleh kitab-kitab figh, namun aplikasinya telah
mengalami perubahan bentuk yang sebaliknya dari pengertian semula.>®
Properti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu “harta yang
berupa tanah dan bangunan serta sarana prasarana dimana merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tanah atau bangunan yang
dimaksud”.>* Properti biasanya digunakan dalam hubungan dengan kesatuan
hak, termasuk kontrol atas penggunaan properti, hak atas segala keuntungan
dari properti, suatu hak untuk mengalihkan atau menjual properti, dan hak
untuk memiliki secara eksklusif. Sistem hukum tersebut berkembang guna
memberikan perlindungan terhadap suatu transaksi, sengketa kekuasaan,
hak guna pengalihan, pemanfaatan, dan pembagian properti. Salah satu
wujud perlindungan tersebut adalah adanya sistem kontrak atau
perjanjian/akta. Hukum dengan tegas menjamin hak-hak tersebut.
Sementara untuk menghakimi dan melaksanakan penerapannya digunakan
sistem hukum sebagai sarananya.>

Sedangkan syariah adalah ketetapan yang telah disyariatkan oleh
Allah SWT melalui Al Qur’an ataupun hadits Nabi yang dapat melengkapi

52 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h 194

53 Nur Huda, Perubahan akad wadi’ah, economica: Volume VI/Edisi 1. Mei 2015, h. 129

5 Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam http://kbbi.web.id/properti, Diakses pada 20
Desember 2019

55 Supriyadi Amir, Free Property, (Jakarta: Laskar Aksara, 2013), h 2
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dasar agama, akhlag, hubungan antara manusia, dan mencakup tujuan hidup
dan kehidupan manusia dalam keselamatan dunia dan akhirat.

Properti syariah adalah “Bangunan yang dibangun dengan konsep
syariah atau sesuai dengan syariat Islam dimulai dari bentuk rumah, desain
rumah, fasilitas dan lingkungan rumah. Mayoritas dalam pembangunan
rumah developer membuat bagian dalam rumah tertutup sehingga orang
yang berada diluar tidak dapat melihat apa yang ada di dalam. Suasana
religius juga lebih hidup dengan dilakukan kegiatan keagamaan dalam
kompleks perumahan. Transaksi akad dalam pembelian atau penjualan
rumah berdasarkan prinsip dasar syariat Islam. Properti syari’ah tidak hanya
diperuntukan oleh orang muslim, melainkan untuk semua masyarakat baik
muslim maupun non muslim yang berkeinginan memiliki rumah yang bebas
dari riba”.%®

Kredit Pemilikan Rumah (KPR). KPR adalah “suatu fasilitas kredit
yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan
membeli atau memperbaiki rumah. Pembiayaan KPR tidak perlu
menyediakan dana secara tunai untuk membeli rumah, melainkan hanya
dengan menyediakan uang muka. Pembayaran bisa diangsur hingga waktu
yang telah ditentukan. KPR memiliki jangka waktu yang panjang, angsuran
yang dibayar dapat diiringi dengan ekspektasi peningkatan penghasilan.
Produk KPR ini dikelola oleh perbankan konvensional, dewasa ini sudah
ada pembiayaan rumah dengan prinsip syariah”.>’

Di dunia Perbankan syariah dikenal dengan sistem berbasis bagi hasil
dan perdagangan, Sedangkan dalam perbankan konvensional dikenal dengan
sistem yang berbasis bunga. Produk yang biasa dikenal dengan nama KPR
syariah terdapat beberapa karakteristik yang berbeda, diantaranya adalah
“pemberlakuan sistem kredit yang ada pada perbankan konvensional

sementara pada perbankan syariah konsep KPR syariah menggunakan

56 http://rumahsyaril23.com/ diakses 20 Desember 2019

7 Nurma Sari, Analisis Perbandingan Perhitungan pembiayaan Kepemilikan Rumah Di
Bank Konvensional Dan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Dan Bri Syari’ah), Al-Maslahah
Volume 13 Nomor 1 April 2017
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ijjarah  muntahiya bittamlik, dan

musyarakah mutanagisah. Masalah dalam hal ini adalah masyarakat yang
menganggap bahwa produk KPR yang dikeluarkan oleh bank syariah
merupakan produk yang tidak berbeda dengan yang dikeluarkan oleh bank

konvensional”.>8

Berikut adalah perbedaan antara properti syariah, KPR syariah, dan

KPR konvensional secara umum:

Tabel 2.2 Perbedaan property syariah, KPR syariah, dan KPR konvensional

: KPR
Properti Syariah KPR syariah .
konvensional
Akad melibatkan | Akad melibatkan Qlélai(:)atkan
Skema Akad | developer  dan | bank, developer,
. . bank, developer,
pembeli pembeli )
pembeli
Konsekuensi | Tidak Ada Denda Ada denda Ada denda
Rumah yang
Rumah yan
- yang . Rumah yang menjadi
menjadi transaksi i t Ksi
Agunan TIDAK sebagai | ¢ Hadi ranSaxst | yransaksi adalah
. adalah objek )
objek . objek
I jaminan/agunan
jaminan/agunan I
jaminan/agunan
Tunggakan TI_DAK A_\da TI_DAK Ada Ada sistem sita
sistem sita sistem sita
Penalti Tidak ada penalti | Tidak ada penalti |  Ada penalti
Asuransi Tidak ad_a Ada asuransi Ada asuransi
asuransi

%8 Mohamad Heykal, Analisis Tingkat Pemahaman Kpr Syariah Pada Bank Syariah Di
Indonesia: Studi Pendahuluan, Binus Business Review Vol. 5 No. 2 November 2014: 519-526
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Penentuan
calon pembeli

Tidak ada Bl
Checking

ada Bl Checking

ada Bl Checking

Ciri Khas Properti Syariah®

Akad Jual Beli

Pembelian rumah dalam properti syariah dapat dilakukan
dengan membeli hunian tanpa pihak ketiga seperti bank. Sehingga
akad yang digunakan oleh properti syariah menggunakan akad jual
beli tanpa melalui perbankan di dalamnya.
Skema Bisnis Sesuai Akad

Skema yang mayoritas digunakan oleh Developer Properti
Syariah biasa disebut dengan istilah Istishna’ yang bermakna skema
pesan bangun. Pembeli yang berkepentingan memiliki hunian atau
rumah syariah, pembeli tersebut harus memesan terlebih dahulu serta
melakukan prosedur pembayaran baik tunai ataupun kredit.
Harga Jual Tidak Berubah Sejak Awal Akad

Kesepakatan harga baik pembelian secara tunai ataupun kredit
sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak Pada awal akad juga
disepakati mengenai jangka waktu untuk metode pembayaran. Nilai
cicilan yang harus dibayar oleh pembeli adalah tetap dan tidak
berubah sekalipun kondisi ekonomi fluktuasi. Hal ini dikarenakan
properti syariah tidak menggunakan pihak ketiga sebagai penyedia
dana.
Menekankan Pada Kepemilikan

Konsumen dalam properti syariah bisa membeli rumah pada
pihak developer tanpa pihak ketiga (bank). Properti syariah developer

tidak bekerjasama dengan pihak bank untuk terlibat dalam

59 http://rumahsyaril23.com/ diakses 20 Desember 2019
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pembangunan proyek, baik dalam hal pembiayaan pembangunan
proyek ataupun kredit pemilikan rumah (KPR) dengan konsumen.

Dari ciri khas di atas, kita dapat menarik sejumlah keuntungan dan

kekurangan dari Properti Syariah.

Tabel 2.3 keuntungan dan kekurangan property Syariah

Keuntungan Properti Syariah | Kekurangan Properti Syariah

Besar cicilan tidak akan

Jumlah Cicilan Tetap turun meski suku bunga Bl

turun

Akad yang digunakan

Tenor maksimal hanya 15
adalah akad Istishna’

Tahun
atau pesan bangun

Tanpa Bl Checking yang

sering menyusahkan _ )
o Tidak ada asuransi yang
pekerja informal dalam .
) menanggung kondisi rumah
mengajukan ) o
) (apabila terjadi apa-apa)
permohonan KPR di

Bank

Tidak memandang status

seseorang (seluruh

pekerjaan dan  usia), Biaya Perawatan Lebih Besar

semua  orang bisa

membeli atau menyicil

Lokasi rumah yang kadang
Pembangunan dan Serah o ) ]
) lebih  jauh dari properti
terima hanya 6-12 Bulan )
konvensional
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HUTANG

1.

Pengertian Hutang

Pengertian dalam bahasa Arab, Dayn (hutang) berarti sesuatu yang
harus dilunasi atau diselesaikan. Menurut Hanafiyah, “dayn termasuk
kepada al-milk. Hutang dapat dikatagorikan pada al-Maal al-Hukmi: sesuatu
yang dimiliki oleh pemberi hutang, sementara harta itu berada pada orang
yang berhutang.” Selain itu, Secara bahasa hutang bisa berarti memberikan
pinjaman. Jangka waktu tertentu dalam pengembalian hutang adalah syarat
Al Dayn, hal ini yang membedakan al-Qardh yang tidak mensyaratkan
jangka waktu tertentu dalam pengembalian hutangnya, dayn lebih umum
dari al-gardh.®?

Menurut al-Mu’jam al-Wasid kata dayn adalah “hutang yang
bertempo sedangkan gardh hutang yang tidak bertempo. Qardh kamu
memberikan harta kepada orang lain dengan mengharapkan pengembalian
darinya. Qardhul Hasan berarti memberikan pinjaman tanpa memperoleh
keuntungan atau bunga, ini bisa digunakan untuk yang abstrak baik yang
menyangkut kebaikan atau keburukan”.®! kesimpulan penjelasan tersebut
baik kata dayn maupun kata gardh adalah kata yang bermakna hutang yang
memiliki tempo dan tidak bertempo.

Hutang secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang
yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan ganti rugi dikemudian
hari.% Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah “hutang
adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah
dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau

cicilan dalam dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan

80 Nurul Huda . Dalam Keuangan Publik Islami. Pendekatan Teoritis dan Sejarah, Jakarta:

Kencana, 2012. h 239

61 al-Wasid Al-Mu’jam, Mesir: Maktabah Suru’ Dawliyah, 2004, h 307
62 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar. Ensiklopedi figh Muamalah Dalam Pandangan 4

mazhab, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009, h 152
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dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat apikatif dalam akad

pinjam-meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah™.%3

2.  Dasar Hukum Hutang
Dalam syariat Islam hukum hutang piutang pada dasarnya
diperbolehkan. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman
kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan
dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil-
dalil yang menunjukkan disyariatkannya hutang pihutang ialah sebagaimana

berikut ini:

w\yjmﬂ\yjdp\yje\p\p\yjm\}mu&y\)M\udmtgju"
(‘;S.\A‘);.iy‘j\}J\.kmtﬁe.\ﬂa\J\}b\};@)}a@_ijua)mﬂu}me\)ﬂ!&_uﬂ\
YJLQ)SJ‘J‘)J\&Q‘)J}LMJ\}MLJ\ \)J‘M\Lpfsjdmu\e}gum
-l N ) G )58 5 sl Y1 e )55l

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar
syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-
bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan
gala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula)
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari
karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan
ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada
suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam,
mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah
kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya ”.(Al-Maidah:5)

3.  Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Hutang®
a.  Segera membayar hutang
Permasalahan dalam hutang adalah ketika seseorang harus

membayar hutangnya, banyak terjadi perselisihan diantara pihak

83 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 30 ayat (36).

64 https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/5, diakses pada 23 Desember 2019

85 Abdul Aziz, Esensi Hutang Dalam Konsep Ekonomi Islam, BISNIS, Vol. 4, No. 1, Juni
2016, h 129-132
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dikarenakan salah satu pihak ingkar terhadap kesepakatan awal.
Padahal membayar hutang merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan.
b.  Tambahan dalam membayar hutang
Tambahan ketika membayar hutang adalah tidak wajib, tetapi
tambahan itu adalah suatu kesadaran atau keikhlasan dari seseorang
yang berhutang, dia boleh menambahkan dari hutang pokoknya
dengan syarat tambahan tersebut tidak diucapkan diawal akad.
c.  Memberi kemudahan bagi yang kesulitan membayar hutang
Kesulitan dalam membayar hutang, hendaknya memberikan

kemudahan dengan tidak menambah beban bagi yang berhutang.

Prinsip Berhutang

Hutang merupakan suatu yang biasa terjadi dalam kehidupan begitu
pula dalam ajaran Islam. Hal ini merupakan sunatullah yang sudah
digariskan oleh Allah. Bahkan pada awal ayat surat Al-Bagarah/2: 282,
disebutkan bahwa jika seorang yang beriman ingin berhutang kepada pihak
lain dalam jangka waktu tertentu, maka hendaklah ia mencatatnya. Hal ini
menunjukan bahwa hutang adalah hal yang diperbolehkan selama
memenuhi sejumlah prinsip dan etika pokok. Adapun prinsip-prinsip hutang

yang harus diperhatikan ialah:

a.  Hutang itu merupakan alternatif terakhir.

Alternatif terakhir dalam hal ini ketika segala usaha untuk
mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami kebuntuan. Ada
unsur keterpaksaan bukan unsur kebiasaan. keterpaksaan dengan
kebiasaan merupakan dua hal yang berbeda. Keterpaksaan
mencerminkan semangat membangun kemandirian dan berusaha
mengoptimalkan potensi yang ada semaksimal mungkin. Namun
karena keterbatasan yang tidak sanggup diatasi, akhirnya terpaksa
memilih jalan hutang.

b.  Jika terpaksa berhutang, jangan berhutang di luar kemampuan.
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Istilah syariah menyebutkan dengan ghalabatid dayn atau terbelit
hutang. Ghalabatid dayn ini akan menimbulkan efek yang besar, yaitu
gharir rijal atau mudah dikendalikan pihak lain. Oleh karena itu
Rasulullah saw, selalu memanjatkan doa agar beliau senantiasa
dilindungi dari penyakit ghalabatid dayn yang menyebabkan harga
diri atau izzah menjadi hilang.%®
c.  Jika hutang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya.

Harus memiliki  komitmen untuk mengembalikan hutang.®’
Memperlambat membayar hutang bagi yang mampu merupakan
sebuah kezaliman, sehingga diperbolehkan untuk
mempermalukannya. Sudut pandang konteks mikro, akan sangat
mudah menerapkan prinsip ini. Misalnya, pengusaha yang tidak mau
membayar hutang boleh saja dipermalukan dengan cara menyita

asetnya.

6 Huda. Dalam Keuangan Publik Islami..., h 260-261
67 Sukri Iska. Sistem Perbankan Sayriah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi,
(Yogyakarta: Fajar Media Press), 2012, h 179
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PROFIL PERUSAHAAN DEVELOPER AHSANA PROPERTY SYARIAH
TUBAN

Developer Ahsana Property Syariah adalah perusahaan yang bergerak
dibidang property syariah dan mempunyai tidak sedikit proyek di Jawa Timur.
Ada beberapa kota yang menjadi lokasi proyek kota-kota tersebut adalah
“Surabaya, Gresik, Tuban, Ngawi, Mojokerto, Malang, Kediri, Madiun, dan
Jember”. Dimana semua lokasi proyek dimasing-masing kota apabila
dijumlahkan ada untuk dua puluh lima titik lokasi. Developer Ahsana Property
Syariah bergerak dibawah pengawasan DPSI “Developer Property Syariah
Indonesia” yang berpusat di Makassar. Developer Property Syariah Indonesia
adalah sebuah asosiasi Developer Property Syariah di seluruh Indonesia yang
mengajak developer property untuk menjalankan konsep yang baru yaitu
kepemilikan property secara syariah.%

Komitmen Developer Ahsana Property Syariah yaitu menciptakan arus
property syariah di Indonesia tanpa melibatkan pihak perbankan, tanpa kalkulasi
riba, dan menjaga dari akad-akad yang tidak sesuai syariah. Dengan dasar tujuan
inilah, perusahaan developer berusaha aktif dalam menyelenggarakan pelatihan,
workshop, dan seminar yang bertujuan agar membentuk para pelaku baru dan
mengubah pelaku lama menjadi pelaku property syariah di Indonesia.

Dalam transaksaksi jual beli Developer Ahsana Property Syariah
menggunakan akad istishna’, alasan menggunakan akad istishna’ dalam
transaksaksinya yaitu dalam segi obyek atau barang belum ada tetapi spesifikasi
barang sudah dijelaskan di awal akad dan akan dibuatkan setelah akad disepakati.
Dalam segi biaya, pembayaran tidak sepenuhnya diperikan di awal akan tetapi

nasabah hanya memberikan DP sebagai tanda jadi dan pelunasannya bisa

58 pandu Ario, Wawancara, Kantor Pemasaran Tuban, 10 Februari 2020.
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diangsur setiap bulannya, hal itu tidak menyulitkan nasabah dan tidak
memberatkan perusahaan.®®

Developer Ahsana Property Syariah bergerak di bidang property
selanjutnya, perusahaan ini diharapkan “agar semakin berkembang serta dapat
menguasai pasar yang telah ada dengan cara memberi produk yang memiliki
kualitas dan fasilitas yang nyaman”. Dimana semakin bertambahnya zaman
masyarakat indonesia yang beragama islam juga pasti mendambakan dan
membutuhkan hunian dengan konsep agamanya yaitu secara syariah yang
memiliki kualitas terbaik, harga yang sesuai kantong, fasilitas yang tercukupi dan
lingkungan yang nyaman sehingga mereka juga akan merasa tenang melakukan
ibadah. Sebagai pemberi fasilitas dana sekaligus sebagai kontraktor yang

memberikan konsep hunian yang nyaman dan aman sesuai dengan syariat Islam.

VISI MISI DAN TUJUAN DEVELOPER AHSANA PROPERTY
SYARIAH

1. Visi Developer Ahsana Property Syariah™

“Menjadi Grup Bisnis Property Murni Syariah Terunggul dan Terpercaya”
MOTTO “Hunian Syar'i Menentramkan Hati”

2.  Misi Developer Ahsana Property Syariah
a.  “Mengembangkan semua sumber daya manusia yang dimiliki untuk
menerapkan tata kelola organisasi yang meningkatan mutu dan
penyediaan layanan produk yang berkualitas”.
b.  “Menciptakan produk berkualitas tinggi untuk memaksimalkan
kepuasan masyarakat dengan memberi nilai tambah investasi yang

baik melalui layanan terbaik dan kepuasan dari konsumen”.

89 Pandu Ario, Wawancara manajer, via media online, 14 Juli 2020.
70 https://ahsanaproperty.com/about-us/ diakses pada 13 Februari 2010
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3. Tujuan Developer Ahsana Property Syariah
a.  Perusahaan berharap “memiliki beberapa cabang yang tersebar di
Jawa Timur dengan sumber daya manusia dan organisasi yang
profesional serta terdepan”.
b. Menjadi salah satu developer pilihan dan terdepan “dalam
menyediakan kebutuhan property baik hunian maupun investasi di

masyarakat muslim kelas menengah”.

Core Value (Tata Nilai Perusahaan)

Developer Ahsana Property Syariah memegang tata nilai dalam setiap
melakukan kegiatan usahanya dan telah dirangkum dalam sebuah prinsip yang
disingkat “AHSANA” yang bertujuan untuk bisa mencapai prestasi dan
kesuksesan perusahaan. Makna dari kata “AHSANA” adalah sebagai berikut:

1.  Amanah And Commitment
Yang dimaksud dalam Amanah And Commitment adalah “Pribadi
yang dapat dipercaya, amanah, bertanggung jawab dan berdisiplin tinggi,
menjunjung tinggi dan menjaga kepercayaan yang diberikan orang lain,
memberikan komitmen dan partisipasi 100% untuk melaksanakan amanah,
memberikan yang terbaik dan berkomitmen melaksanakan nilai-nilai syariah
untuk meraih keberhasilan pada kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun”.
2.  High Performance
Yang dimaksud dalam High Performance adalah “Pribadi yang
berkarya, bekerja, dan melayani dengan predikat luar biasa, lebih dari
sekedar baik, serta berkarya dan bekerja dengan cepat dan tuntas membantu
team meraih hasil yang telah direncanakan dengan efektivitas dan efisiensi
yang tinggi”.
3. Syar’i
Yang dimaksud dalam syar’i adalah “Pribadi yang dalam hidupnya
semata-mata beribadah kepada Allah SWT, senantiasa berusaha keras untuk

melaksanakan perintahperintah Nya dan meninggalkan larangan-larangan
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Nya serta melakukan semua hal dengan niat yang ikhlas karena Allah
SWT”,
Add Value

Yang dimaksud dalam Add Value adalah “Pribadi yang selalu
memberikan nilai tambah bagi orang lain, bagi lingkungan sekitar dan
masyarakat dunia serta terus berkontribusi positif bagi keberlanjutan dan
keseimbangan kehidupan di muka bumi ini”.
Nice And Beautiful

Yang dimaksud dalam Nice And Beautiful adalah “Pribadi yang
mencintai keindahan dan kerapian yang termanifestasikan dalam setiap
penampilan, perilaku maupun kayakaryanya dalam spirit kontribusi pada
kehidupan dari umat terbaik untuk umat terbaik”.
Abundance And Grateful

Yang dimaksud dalam Abundance And Grateful adalah “Pribadi yang
memiliki sikap berkelimpahan serta berusaha meraih keberlimpahan dan
keberkahan secara seimbang antara materi, sosial, etika dan spiritual serta
selalu bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersikap bahwa ssegala

sesuatu yang terjadi adalah yang terbaik menurut Allah SWT”.
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Struktur Organisasi Developer Ahsana Property Syariah Tuban Jawa Timur

Gambar 3.1 “Struktur organisasi perusahaan Developer Ahsana Property Syariah”

A

STRUKTUR

DIREKTUR UTAMA
MOCH. FALUZI
PERUSAHAAN
PT. AHSANA PROPERTY SYARIAH SITE TUBAN PROPERTY SYARIAH

SPV KEUANGAN

SPV HRD/ LEGAL
DHYTA ISZANIA

MOCH. FALUZI

SPV TEKNIK
MUTASHIMUDIN

o ,ﬂ ‘
ADMIN @ ARSITEK/ DRAFTER  HRD LEGALITAS DATA ANALIST

@ SPV MARKETING
PANDU ARIO

B ACCOONTING KA onTING
IMAM ZARKASY HUJAN SETYA PANDU ARIO MOCH. FALUZI OKTAVIA RAHAYU
PENGAWAS PUBLISHER FIQIH NITIKA INADIA AREYSA
FIRNANDA JOKO SUNARTO
Q FINANCE
& ACCOUNTING
LOGISTIK HANDLE COMPLAINT CONTENT CREATOR CUSTOMER SERVICE SALES ST SUMANAY
IMAM ZARKASY IMAM ZARKASY ARJUN DICKY ROSALIANA RATNA KEYLA MAJID

Sumber: SOP Developer Ahsana Property Syariah
Susunan organisasi dan deskripsi tugas Developer Ahsana Property Syariah
Tuban:™
a.  Direktur Utama
Uraian Tugas:
1)  memutuskan setiap peraturan dan kebijakan perusahaan.

1 SOP Perusahaan Ahsana Developer Property Syariah Tuban



2)

3)

4)
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Berkewajiban memimpin perusahaan dan memantau jalannya
perusahaan

Berkewajiban atas semua keuntungan maupun kerugian yang
diterima perusahaan

Berwenang mempekerjakan serta memberhentikan karyawan

perusahaan

Manager Area

Uraian Tugas:

1)  Mengawasi setiap kegiatan operasional dalam perusahaan

2)  Menjalankan kegiatan perusahaan berdasarkan “visi dan misi
perusahaan”

3) Memantau proses anggaran dana perusahaan

4)  Mengatur semua kebijakan perusahaan

5)  Mengatur “pemasukan dan pengeluaran anggaran” perusahaan

6)  Mengikuti acara yang diagendakan oleh perusahaan

SPV Teknik

Uraian Tugas:

1)  Memanajemen dan merancang proyek secara umum

2)  Memonitor setiap proyek yang ditangani

3)  Bertugas menyampaikan hasil kegiatan proyek

4)  Menyusun laporan secara rinci tentang kemajuan proyek
perusahaan

SPV HRD

Uraian Tugas:

1)  Menjaga hubungan baik antar perusahaan, investor, dan suplier
barang

2) Mengurus semua perizinan Yyang berhubungan dengan
perusahaan

3) Bertanggung jawab mengoperasikan sistem Kkerja atau prosedur

atas pengadaan serta pemeliharaan fasilitas penunjang kerja

perusahaan
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SPV Marketing

Uraian Tugas:

1)  Merancang kebijakan yang strategis dalam kegiatan pemasaran

2)  Mengendalikan setiap proses di seluruh divisi pemasaran

3)  Memberi pemikiran tentang hal-hal yang berkaitan dengan
pemasaran pada direktur utama

4)  Menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak terkait

5)  Merencanakan target penjualan property untuk seluruh proyek
perusahaan

SPV Keuangan

Uraian Tugas:

1)  Bertanggung jawab atas semua masalah dalam hal keuangan

2)  Menjadi informan kepada semua divisi tentang posisi keuangan
perusahaan

3) Mengevaluasi laporan keuangan bulanan ataupun tahunan
perusahaan

Admin

Uraian Tugas:

1)  Mengelola administrasi perusahaan

2)  Mengatur kegiatan perusahaan

Pengawas

Uraian Tugas:

1)  Mengawasi jalanya pembangunan proyek perumahan

2)  Menampung segala persoalan di lapangan dan menyampaikan
kepada atasan

3)  Membantu survei dan mengumpulkan data lapangan

Arsitek/Drafter

Uraian Tugas:

1)  Membuat gambar detail rumah

2)  Mengelola gambar rumah yang akan dibangun

3)  Menyesuaikan gambar perencanaan dengan kondisi di lapangan
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4)  Menjelaskan gambar kepada pelaksana pembangunan

Logistik

Uraian Tugas:

1)  Mencari dan mensurvey data jumlah material beserta harga
bahan

2)  Melakukan pembelian barang atau alat yang digunakan dalam
pembangunan rumah

3)  Menyediakan dan mengatur tempat penyimpanan material

4)  Mengelola persediaan barang selama proses pembangunan

rumah

Handle Complaint

Uraian Tugas:

1)

2)

3)

HRD

Melayani pengaduan atau protes konsumen apabila ada
kerusakan atau kesalahan atas rumah yang dipesan

Melayani pengaduan pihak yang melakukan protes terhadap
berjalannya pembangunan perumahan

Menyampaikan keluhan konsumen kepada atasan

Uraian Tugas:

1) Bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber
daya manusia

2)  Membuat SOP suatu posisi pekerjaan, job description, training
and development system.

3) Menjaga hubungan dengan para supplier barang

4)  Bertanggungjawab dalam proses rekrutmen karyawan

5) Mengagendakan Kkegiatan pembinaan dan pelatihan untuk
karyawan

6) Melakukan tindakan disipliner pada karyawan

Legalitas

Uraian Tugas:
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1)  memastikan tanah yang akan dijadikan proyek tidak bermasalah
atau tidak ada sengketa

2)  mengurus pembelian lahan sampai terbitnya sertifikat

3)  mengurus perijinan pembangunan proyek

data Analist

Uraian Tugas:

1)  mengumpulkan data analisis pemasaran

2)  mengumpulkan dan menyimpan data angka penjualan

3) memproses, merancang dan menyajikan data agar perusahaan
bisa membuat keputusan yang lebih baik.

Content Creator

Uraian Tugas:

1)  Membuat iklan online maupun offline

2)  Bekerjasama dengan bagian publisher

Publisher

Uraian Tugas:

1)  Mengelola iklan online (fb ads, ig ads, google ads dan
marketplace)

2)  Melaporkan hasil iklan

3) Membuat laporan iklan

4)  Mengelola website

5)  Mengatur perijinan pemasangan iklan seperti baliho

Customer Service

Uraian Tugas:

1) Melayani calon konsumen yang akan bertanya atau ada kendala

dalam mengajukan pembelian rumah

2) Berkoordinasi dengan bagian admin

Sales

Uraian Tugas:

1)  Melayani tamu atau konsumen yang mau membeli rumah
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2)  Melakukan penjualan rumah dengan berbagai strategi penjualan
yang dilakukan
3)  Bertanggung jawab memberi dukungan hingga klien menempati
perumahan yang telah dibeli.
s.  Finance & Accounting

Uraian Tugas:

1)  Mengelola dan mengatur hasil keuangan perusahaan
2)  Mengelola setiap transaksi perusahaan
3)  Berkoordinasi dengan SPV keuangan

Produk Property di Developer Ahsana Property Syariah Tuban

Developer Ahsana Property Syariah Tuban memiliki lima titik lokasi

proyek perumahan, antara lain adalah:"

Tabel 3.1 Produk property Developer Ahsana Property Syariah Tuban

Nama proyek Launching Total Unit Variasi Unit Lokasi
Ahsana September 74 Unit Tipe 36, 45, | JI. Masjid Al
Darus 2015 55, 65, 75 Falah 1
Sakinah dan Ruko Tuban
Tahap 1
Ahsana Darul Maret 2017 16 Unit Tipe 36, 40 Sleko Tuban
Ula dan 45
Ahsana Elite Mei 2018 60 unit Tipe 50, 75, Perbon
Residence dan 100 Tuban
Ahsana Juli 2018 83 Unit 36, 45, dan JI. Masjid Al
Darus 63 Falah 1
Sakinah Tuban
Tahap 2
Ahsana Soft 115 Unit 38, 48, 68 Dsn Jabung
Green Launching dan Custome Sugihwaras

72 https://ahsanaproperty.com/about-us/ diakses pada 13 Februari 2010
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Village

Tuban

Strategi Pemasaran di Developer Ahsana Property Syariah

Agar bisa mencapai visi dan misi yang telah dibuat perusahaan, setiap

perusahaan harus mempunyai ‘“strategi pemasaran”, Yang digunakan untuk

meningkatkan market share perusahaan sehingga akan berpengaruh pada

“penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan”. Strategi pemasaran

perusahaan yang tepat dan baik sangatlah penting untuk bisa mengambil suatu

kebijakan dalam menghadapi persaingan pasar.

Strategi pemasaran Developer Ahsana Property Syariah adalah sebagai

berikut: "
1.

Kualitas Bangunan

Developer Ahsana Property Syariah sebagai perusahaan
developer property yang berbasis syariah, berkewajiban untuk
menyediakan property menggunakan material yang berkualitas baik
agar terbebas dari penilaian jelek oleh konsumen. Minat konsumen
untuk membeli rumah akan meningkat apabila kualitas bangunan yang
baik dapat dipenuhi oleh developer property syariah karena puasnya
konsumen akan bangunan yang disediakan dan aman dari penipuan.
Lokasi

Calon konsumen memiliki pertimbangan dalam penentuan
pemilihan lokasi perumahan. Karena lokasi rumah sangat
berhubungan dengan akses ke tempat yang menjadi keinginan calon
konsumen dalam segala aktifitasnya diluar rumah. Developer Ahsana
Property Syariah memiliki lokasi rumah strategis yaitu dekat dengan
tempat-tempat umum. Sedangkan ada juga lokasi yang jauh dari kota
tetapi itu merupakan pilihan dari konsumen sendiri, karena banyak
juga calon konsumen yang lebih nyaman tinggal di luar perkotaan atau

jalan besar. Pada dasarnya, pemilihan lokasi-lokasi tersebut

73 Pandu Ario, Wawancara, Kantor Pemasaran Tuban, 10 Februari 2020.
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mempunyai nilai lebih bagi calon konsumen yang memilih tempat
tinggal sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
3. Harga

Harga merupakan sesuatu yang penting sebagai pertimbangan
calon konsumen dalam memilih rumah. Harga yang ditawarkan oleh
Developer Ahsana Property adalah harga penawaran tertinggi.
Maksudnya, perusahaan memperbolehkan konsumen untuk menawar
harga tersebut agar memperoleh kesepakatan bersama serta akan
dihitung pula untuk angsurannya. Dalam penentuan harga, perusahaan
mengkalkulasi semua biaya yang digunakan dalam pembangunan
rumah tersebut meliputi: “biaya material, biaya kuli bangunan, biaya
pembelian tanah sampai dengan memasukkan jumlah laba atau margin
yang diinginkan perusahaan sesuai dengan tingkat kerumitan
bangunan dan luas proyek”.”

4.  Fasilitas

a.  Fasilitas umum di dalam lokasi perumahan

1) Masjid

2) Taman

3)  One gate system

4)  Akses jalan masuk 11 meter
b.  keunggulan lokasi

1)  Berada di pusat kota Tuban

2)  Dekat menuju rumah sakit Tuban

3) Dekat dengan kantor polisi dan POLRES Tuban

4)  Dekat Gedung DPRD dan Gedung Olahraga

5)  Dekat Pusat Pemerintahan Kota Tuban

6) Dekat Pusat Pendidikan dan Wisata Kota Tuban

7)  Dekat Pusat Perbelanjaan, dan masih banyak lainnya
c.  Spesifikasi bangunan

1)  Pondasi & Struktur: Footplate

74 Pandu Ario, Wawancara, Kantor Pemasaran Tuban, 10 Februari 2020.
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23)

Pelayanan
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Struktur: Beton Bertulang

Lantai Utama: Granit Tile (60x60)

Lantai Teras: Keramik 30x30 cm

Kamar Mandi: Keramik 20x20 cm

Dinding Tembok: Bata Ringan, Plaster, ACI
Pelapis Dinding KM/WC: Keramik 25x33 cm
Carport: Batu Ampyang

Atap: Dak Beton

Plafon: Gypsumboard

Rangka Atap: Beton Bertulang

Rangka Plafon: Hollow

Kusen & Daun Jendela: Aluminium

Kunci, Engsel, Grendel: Hampton / Dekson / Setara
Kaca: Polos 5 mm

Pintu Depan: Panel Kayu

Finishing: Cat Tembok Luar “Mowilex Weathercoat/
Setara”

Finishing: Cat Tembok Dalam “Mowilex
Emulsion/Setara”

Finishing Pintu: Plitur

Kloset: Monoblock

Kran: Toto Standart

Air: Hipam

Listrik: Listrik Tanam 3500 Watt

Pelayanan termasuk strategi yang paling utama untuk “memikat

konsumen supaya calon konsumen merasa puas dengan pelayanan

yang diberikan”. Karena pelayanan yang terbaik akan memberikan

kepercayaan serta kenyamanan calon konsumen. Sehingga apabila

rasa percayaan dan nyaman calon konsumen sudah ada pada
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Developer Ahsana Property Syariah, maka peluang untuk membeli
unit rumah di Developer Ahsana Property Syariah akan sangat tinggi.
Pelayanan perusahaan juga akan menjadi brand image yang dibangun
untuk berjalannya perusahaan. Meskipun lokasi yang dimiliki
perusahaan sudah ‘“strategis, kualitas rumah juga baik, harga juga
sudah sesuai” namun jika pelayanan yang diberikan oleh perusahaan
kurang baik, konsumen juga akan berfikir ulang untuk membeli rumah
tersebut. Untuk itu para marketing harus bisa melayani konsumen
seperti raja.”
e.  Media Promosi

Media promosi termasuk alat yang digunakan suatu perusahaan
ataupun untuk promosi baik secara online maupun offline. Developer
Ahsana Property Syariah menggunakan media promosi melalui media
online dan offline.”® Media online yang digunakan adalah “website,
youtube, instagram, whatsapp, line, telegram, dan facebook . Untuk
media promosi offline dilakukan dengan menawarkan secara langsung
baik melalui gathering atau dari pintu ke pintu.

f.  Transaksi Jual Beli

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh Developer Ahsana
Property Syariah menggunakan akad ba’i al-istishna’ yang sesuali
dengan syariat Islam. Jual beli yang dilakukan merupakan murni
syariah, dimana Developer Ahsana Property Syariah “tidak
bekerjasama dengan pihak lembaga keuangan seperti bank dalam
pendanaan untuk pembangunan rumah”. Dan jika konsumen ingin
mengangsur rumah yang sudah dibelinya, dapat melalui rekening
Developer Ahsana Property Syariah atau bisa juga datang langsung ke
kantor pemasaran. Dan jika konsumen ingin “melunasi angsuran
rumah sebelum jatuh tempo yang ditetapkan sesuai dengan

kesepakatan awal akan diberi diskon atau potongan harga”. Angsuran

> Pandu Ario, Wawancara, Kantor Pemasaran Tuban, 10 Februari 2020.
6 Ahmad Sodrin Naja, Wawancara, Kantor Pemasaran Tuban, 10 Februari 2020.
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yang tetap dari awal hingga akhir pelunasan juga diberikan kepada
konsumen oleh Developer Ahsana Property Syariah.
g. Lingkungan
“Lingkungan perusahaan sangat strategis karena berada di tepi
jalan raya Tuban kota. Keadaan kantor yang nyaman dan bersih juga
menjadi dampak positif untuk perusahaan. Kantor pemasaran yang
ada di Tuban juga dibangun perumahan Developer Ahsana Property
sehingga jika ada yang ingin melihat contoh bangunan dapat dilihat
oleh masyarakat yang ingin membeli rumah”.””
h.  Segmentasi Pasar
Apabila dilihat dari harga yang ditawarkan Segmentasi pasar
yang dituju Developer Ahsana Property Syariah adalah kalangan
menengah keatas. Tetapi owner Developer Ahsana Property Syariah
menuturkan bahwa “segmen pasar yang utama adalah orang yang suka
dan ingin mengkonsumsi produk berbasis syariah, orang muslim yang
membutuhkan rumah, dan orang yang memiliki kemampuan secara
financial untuk membeli rumah. Target pasar yang dibidik oleh
perusahaan untuk sekarang ini lebih kepada pasangan muda baik yang

mau menikah ataupun yang sudah menikah”.”

7 Pandu Ario, Wawancara, Kantor Pemasaran Tuban, 10 Februari 2020.
8 Ahmad Sodrin Naja, Wawancara, Kantor Pemasaran Tuban, 10 Februari 2020.



BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA’ DALAM PEMBIAYAAN
KEPEMILIKAN RUMAH DI DEVELOPER AHSANA PROPERTI
SYARIAH TUBAN JAWA TIMUR

Praktek jual beli rumah di perusahaan Developer Ahsana Properti Syariah
Tuban Jawa Timur

Developer Ahsana Property Syariah menerapkan konsep jual beli rumah
dari mulai awal proses transaksi dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip
syariah yaitu akad istishna’.

Sebagaimana pada bab sebelumnya telah dijelaskan, bahwa “akad istishna’
merupakan akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan masih belum ada
dan akan diserahkan secara tangguh, sementara pembayarannya dilakukan
dengan cara tempo atau tunai”. Dalam transaksi jual beli istishna’ harga barang
yang dipesan serta spesifikasi barang sudah disepakati di awal akad.”

perusahaan Developer Ahsana Property Syariah berperan sebagai penjual
atau penyedia barang yang disebut Al-mustashni’ yaitu “sebuah badan usaha
yang menerima pesanan dari pembeli atau konsumen untuk membuat suatu
barang tertentu’

Sedangkan konsumen atau pembeli disini adalah perorangan ataupun
sebuah badan usaha yang melakukan permintaan pesanan untuk dibuatkan suatu
barang tertentu, “dalam hal ini pembeli atau konsumen memesan sebuah unit
rumah pada Developer Ahsana Property Syariah”. Kriteria calon konsumen baik
muslim maupun nonmuslim muslim adalah bebas. tetapi ada syarat khusus untuk
nonmuslim yakni tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan kebaktian dalam
rumah dan juga tidak diperbolehkan memelihara hewan seperti anjing ataupun
babi.

8 Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, (Jakarta: Prena media Grup, 2012), h
124,
80 |bid.
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Sedangkan barang atau objek yang dipesan atau yang disebut al-
mustashna’ fihi atau al-mustashni’, menjelaskan objek pesanan harus di awal
akad dan harus dengan jelas. Objek-objek yang dijelaskan pada jual beli
perumahan ini meliputi “jumlah unit rumabh, tipe rumah, lokasi rumah, luas tanah,
dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan rumah”.

Konsep serta Sistem yang dijadikan patokan Developer Ahsana Property
Syariah dalam pengimplementasian jual beli rumah harus sesuai dengan
ketentuan Al-Qur’an dan hadist sehingga bisa sesuai secara syariah. Berikut
merupakan konsep jual beli rumah dengan menggunakan akad istishna’ yang
diterapkan Developer Ahsana Property syariah:

1.  Tanpa riba atau suku bunga.

Perusahaan Developer Ahsana Property Syariah tidak menggandeng
pihak Bank karena untuk menjaga adanya riba. Riba adalah sesuatu yang
tidak dibenarkan dalam syariat. Dalam bank umum terkandung riba nasi’ah
yang bisa didapati dalam pembayaran “bunga kredit, deposito, tabungan,
giro serta lain-lain”. Bank yang berperan sebagai kreditor memberikan suatu
pinjaman memberi syarat pembayaran dengan bunga yang dilakukan di awal
transaksi.®! Sedangkan dalam bisnis atau usaha tidak selamanya akan
untung, kemungkinan rugi juga pasti ada. Oleh karena itu “menggunakan
tingkat suku bunga untuk suatu pinjaman atau transaksi yang lain
merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti oleh karena
itu hukumnya adalah haram”.

2.  Tanpasita.

Developer Ahsana Property Syariah tidak menyertakan jaminan atau
agunan dalam pembiayaan tidak seperti bank konvensional atau bank
syariah yang terdapat jaminan dalam melakukan pembiayaan. Apabila
terjadi masalah kredit macet ataupun gagal bayar dalam angsuran
pembayaran rumah, langkah awal yang dilakukan pihak developer adalah

mendatangi rumah konsumen tersebut untuk mendiskusikan tentang

81 Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah:
Analisis Fikih dan Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers,2015), h 24.
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masalah pembayaran. Dan apabila konsumen masih tidak bisa melanjutkan
angsurannya, maka pihak developer akan membantu untuk menjual rumah
tersebut selanjutnya jika rumah sudah terjual maka hasil penjualan tersebut
dijadikan pembayaran kekurangan angsuran konsumen.

3.  Tanpa KPR bank.

Developer tidak bekerjasama dengan bank manapun dalam transaksi
akadnya. Jadi bisa dipastikan sudah terbebas dari KPR bank. “Pembayaran
atas harga jual rumah yang telah ditentukan oleh Developer Ahsana
Property Syariah berlaku tetap dan tidak akan berubah setelah akad serta
untuk pembayaran DP (Down Payment) memiliki jangka waktu yang
jelas”.? Sehingga bisa dikatakan “apabila di kemudian hari harga rumah
atau bahan bangunan mengalami kenaikan harga serta kenaikan dalam
pembiayaan”, perusahaan Developer Ahsana Property Syariah tidak akan
menaikkan angsuran yang telah disepakati pada saat akad begitupun harga
jual barang tidak akan pernah berubah sejak dari awal akad.

4.  Tanpa pinalty.

Sistem pinalty atau biaya pinalty digunakan kepada nasabah yang
ingin melunasi angsuran lebih awal dalam perbankan konvensional. bagi
nasabah yang ingin melunasi angsuran lebih awal biaya pinalty sangat tidak
menguntungkan. Akan tetapi biaya pinalty tidak berlaku pada Developer
Ahsana Property Syariah, jadi apabila ada konsumen melunasi angsuran
lebih awal pihak perusahaan tidak berhak memberikan tambahan biaya
apapun.

5. Tanpa BI checking.

Sistem Bl Checking biasanya digunakan bank konvensional untuk
memonitor nasabah tentang apa saja yang menjadi tanggungannya yang
berhubungan dengan perbankan. Karena tidak bekerjasama dengan bank

maka pihak Developer tidak menerapkan sistem Bl Checking

8Rumah  Syar’i, “Mengenal Property Syariah dan Perumahan Syariah”,
www.rumahsyaril23.com, diakses pada 5 Juni 2020.
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Berikut ini adalah gambaran skema atau alur jual beli yang diterapkan oleh

Developer Ahsana Property Syariah:

“AKAD”
A 4
“JUAL BELI”
“ISTISHNA’”
A v
“CASH” “KREDIT”
|
l l A 4
{.GQARDH”
“CASH KERAS” “CASH LUNAK”
gambar 4.1

Skema akad yang digunakan Developer Ahsana Property Syariah Tuban

penjelasan:

1.  Kedua belah pihak melakukan akad jual beli dengan Istishna’

2. pihak pembeli memilih metode pembayarannya baik secara cash
ataupun kredit

3. jika pembeli memilih cash maka pembeli bisa memilih antara cash
lunak (jarak waktu pelunasan 3 bulan) atau cash keras (jarak waktu
pelunasan 6 bulan).

4.  Jika pembeli memilih kredit maka pembeli memiliki tanggungan
hutang dan jarak pelunasan hutang yaitu 5 sampai 10 tahun terhitung
dari mulainya serah terima surat-surat rumah dari perusahaan kepada

pembeli.
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“Setelah kita mamahami mengenai alur akadnya, berikut adalah gambaran

implementasi akad istishna’ yang diterapkan pada Developer Ahsana Property

Syariah”
2 R “NOTARIS” - 2
) 1
“PERUSAHAAN” ) 4 “KONSUMEN?”
A 3 >
Gambar 4.2

Penerapan Akad Istishna’ di Developer Ahsana Property Syariah Tuban
Penjelasan:

1.  Pertama “Calon pembeli mengajukan pembelian rumah pada
perusahaan dengan melengkapi berkas-berkas persyaratan”.

2.  Kedua “Perusahaan dan pembeli mengajukan kontrak jual beli
istishna’ dengan pihak ketiga yaitu notaris beserta penyerahan Down
Payment atau DP sesuai dengan kesepakatan.

3. Ketiga “Pembeli melakukan pembayaran pada perusahaan, baik
pembayaran cash bertahap sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
Dan jika secara kredit atau angsuran, pembeli wajib membayar setiap
bulannya sesuai dengan kesepakatan”.

4.  Keempat “Perusahaan melakukan serah terima rumah dengan

pembeli”.
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penjelasan tentang skema akad istishna’ yang diterapkan oleh Developer

Ahsana Property Syariah adalah sebagai berikut:

1.

Pertama “calon pembeli mengajukan jual beli dengan melengkapi
berkas-berkas yang telah disyaratkan oleh penjual atau perusahaan
serta melakukan negosiasi harga rumah serta prakiraan biaya
angsuran”. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan
pembiayaan adalah sebagai berikut:

a.  Mengisi formulir yang telah disediakan oleh developer.

“Formulir dapat diserahkan kepada petugas yang
melayani. Setelah dokumen diterima petugas wajib melakukan
penelitian atas kelengkapan persyaratan yang telah diserahkan
calon pembeli serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
Kelengkapan atas dokumen-dokumen terebut tertulis didalam
formulir pengajuan pembiayaan check list dokumen calon
pembeli”.

b.  Kartu identitas calon konsumen dan pasangan apabila sudah
menikah (KTP atau SIM).

“Dokumen ini dibutuhkan untuk mengetahui legalitas
calon pembeli dan alamat tempat tinggalnya. Terkait dalam hal
ini adalah alamat calon pembeli guna sewaktu-waktu pembeli
mengalami kredit macet untuk penyerahan surat peringatan serta
penyelesaian masalah yang lain dikemudian hari. Selain itu KTP
juga berfungsi untuk verifikasi atas tanda tangan akad atau
perjanjian oleh calon pembeli”.

c.  Kartu Keluarga (KK)

“Kartu keluarga diperlukan untuk mengetahui berapa
jumlah tanggungan keluarga dari calon pembeli serta untuk
melakukan verifikasi data alamat dengan KTP calon pembeli”.

d.  Surat Nikah
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“berkas ini digunakan sebagai transparansi terhadap
pengeluaran tambahan bagi sebuah keluarga calon pembeli.
Untuk memastikan bahwa pasangan calon pembeli mengetahui
bahwa pasangannya memiliki tanggungan pembiayaan”.

e.  FC buku tabungan enam bulan terakhir

“Rekening koran diperlukan untuk mengetahui transaksi
apa saja yang dilakukan calon pembeli selama enam bulan
terakhir”.

Kedua “Pihak penjual atau perusahaan melakukan survey kepada
calon pembeli dari dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan. Jika
sudah sesuai atau sudah memenuhi kriteria maka perusahaan akan
menerima pengajuan oleh calon pembeli. Kemudian perusahaan dan
pembeli menentukan tanggal untuk pembayaran Down Payment serta
pengajuan kontrak jual beli istishna’ pada notaris yang telah ditunjuk”.
Ketiga “Setelah perjanjian tersebut kepemilikan rumah telah
berpindah kepada pembeli, sehingga penjual sudah tidak berhak atas
kepemilikan rumah atau tanah yang akan dibangun tersebut. Serta
setelah pembayaran DP atau anguran pertama ada dua opsi skema
akad yang ditawarkan oleh Developer Ahsana Property Syariah
Tuban. Konsumen memilih sistem pembayaran yang sesuai dengan
kemampuan daya belinya”. Sistem pembayaran yang digunakan
adalah:

a.  Cash Keras

“Artinya yaitu setelah pembayaran Down Payment atau
angsuran pertama, pembeli diberikan waktu kurang lebih tiga
bulan untuk pelunasan rumah yang telah dipesannya.Sementara
itu untuk pembayaran cash dilakukan dengan cara bertahap
sesuai dengan tanggal yang telah disepakati oleh penjual dan
pembeli. Atau dengan kata lain batas pelunasan pembayaran
sudah disepakati oleh penjual maupun pembeli. Adapun dalam

pembayaran cash penyelesaian pembangunan paling lambat
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adalah 36 bulan setelah diterbitkannya Ijin Mendirikan
Bangunan”.
Cash Lunak

“Setelah pembayaran angsuran pertama yang dilakukan
oleh pembeli, pembeli diberikan waktu kurang lebih enam bulan
untuk pelunasan rumah yang dipesan olehnya. Pada dasarnya
cah keras sama dengan cash lunak hanya yang membedakan
adalah jangka waktu pembayaran yang disepakati.”

Kredit atau angsuran

“Dalam pembayaran secara kredit, ada beberapa pilihan
tenor waktunya yaitu antara satu tahun sampai dengan sepuluh
tahun. Skema akad ini menyebabkan akad tersebut
menimbulkan utang atau gardh. Dimana akad gardh ini terjadi
karena, setelah perjanjian atau akad istishna’ tersebut terjadi
kepemilikan rumah atau tanah telah berpindah dari penjual
kepada pembeli dan penjual sudah tidak berhak atas rumah atau
bangunan tersebut. Karena perjanjian tersebut dianggap selesai,
maka melahirkan kewajiban konsumen untuk mengangsur atau
membayar rumah tersebut sehingga menimbulkan akad gardh
atau utang piutang. Kewajiban konsumen yaitu membayar
angsuran yang telah disepakati setiap bulannya”.

”Untuk pembelian secara angsuran atau kredit, prosedur
pembayaran setelah membayar down payment kemudian
melakukan pembayaran angsuran sejumlah yang telah disepakati
sesuai ketetapan berapa lamanya angsuran tersebut. Untuk besar
angsuran yang disepakati berlaku untuk seterusnya hingga
angsuran terakhir atau flat. Sedangkan untuk jatuh tempo
tanggal pembayaran angsuran setiap bulannya, telah disepakati

di awal perjanjian”.
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Dalam pembayaran secara angsuran atau kredit
penyelesaian pembangunan paling lambat adalah 48 bulan
setelah diterbitkannya ljin Mendirikan Bangunan.

4. Keempat “untuk serah terima bangunan akan dilakukan setelah
pembangunan rumah tersebut selesai. Dan untuk pembelian secara
kredit serah terima bangunannya, dapat dilakukan sebelum pembeli
melunasi angsuran atau sebelum angsuran rumah selesai. Sehingga
pembeli dapat menempati rumah yang telah dipesan sebelum rumah
tersebut dilunasi”.

Berikut adalah gambaran simulasi penerapan akad gardh yang
diterapkan oleh Developer Ahsana Property Syariah Tuban.

“Pak Sudarno datang ke kantor pemasaran untuk membeli rumah
pada Developer Ahsana Property Syariah Tuban. Setelah itu beliau
dijelaskan mengenai prosedur pembelian rumah. Disini pembeli boleh
bertanya mengenai daftar harga rumah dan melakukan negosiasi harga.
Kemudian Pak Sudarno bisa melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan
dalam pengajuan jual beli yaitu formulir, KTP, KK, Surat Nikah dan foto
copy buku tabungan. Selanjutnya pihak developer melakukan survey
terhadap pembeli dari dokumen yang menjadi persyaratan untuk
menyesuaikan dan memenuhi kriteria atau belum. Lalu developer
melakukan konfirmasi pada Pak Sudarno selaku pembeli untuk melakukan
negosiasi harga. Disini Pak Sudarno memilih rumah dengan type 53 dan
skema pembayarannya adalah kredit selama 5 tahun. Artinya harga rumah
tersebut sebesar Rp. 462.520.000 dengan down payment sebesar Rp.
150.000.000 dan besar angsurannya yaitu Rp. 5.203.000 per bulannya yang
berlaku hingga angsuran terakhir. Dan sesuai dengan kesepakatan, jatuh
tempo tiap bulannya adalah tanggal 20. Setelah menentukan harga rumah
dan angsurannya, penjual dan pembeli menentukan tanggal untuk
pembayaran down payment sekaligus perjanjian dengan notaris. Saat di
notaris terjadilah transaksi jual beli istishna’ antara penjual dan pembeli dan

pemberian down payment atau angsuran pertama. Setelah perjanjian
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istishna’ ini hak kepemilikan rumah dan tanah dari Developer Ahsana
Property Syariah telah berpindah kepada Pak Sudarno sebagai pembeli.
Developer sudah tidak berhak lagi atas tanah atau bangunan tersebut.
Karena jual beli tersebut dianggap telah selesai, maka muncul kewajiban
pembeli untuk melakukan pelunasan pembelian dengan cara diangsur tiap
bulannya. Angsuran inilah yang dianggap sebagai akad gardh oleh pihak
developer. Dimana akad gardh atau utang piutang mewajibkan Pak Sudarno
sebagai pembeli untuk mengangsur setiap bulannya. Kemudian mengenai
penyerahan bangunan rumahnya dilakukan ketika proyek sudah 100% jadi
yaitu kurang lebih 4 sampai 6 bulan pengerjaan. Jadi, penyerahan rumah
tetap terjadi meskipun pembayaran belum lunas”.

B. Penyelesaian Masalah Yang Ada Dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah

Pada Perusahaan Developer Ahsana Properti Syariah Tuban Jawa Timur

1.

Masalah-masalah yang muncul saat terjadinya akad dalam

pembiayaan kepemilikan rumah pada perusahaan Developer Ahsana

Property Syariah Tuban
Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, dapat diketahui ada 7

permasalahan yang dihadapi Developer Ahsana Property Syariah Tuban

dalam akad perjanjian jual beli istishna’, yaitu sebagai berikut:

a.  Adanya kredit macet dalam proses pemesanan rumah

b.  Pihak Pembeli tidak membayar angsuran selama 2 bulan setelah serah
terima rumah

c.  Pihak Pembeli membayar angsuran selama 3 bulan setelah menerima
surat peringatan 1

d.  Pihak Pembeli tidak dapat membayar dan Asset pihak pembeli tidak
bisa menutupi angsuran yang macet

e.  Spesifikasi bangunan tidak sesuai dengan kesepakatan saat akad

f.  Adanya pembatalan disaat masa pembangunan

g. Setelah selesai masa pembangunan pesanan Pihak Pembeli

mengundurkan diri atau membatalkan pesanan.
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"Permasalahan yang terjadi, ketika terjadi penunggakan pembayaran

dilakukan dengan cara melakukan rescheduling ulang, pemberian SP1

hingga SP3, hingga penjualan barang jaminan. Adapun permasalahan

beserta penyelesaian selengkapnya dapat dilihat dalam sajian tabel berikut.

Tabel 4.1 masalah-masalah pada saat Jual Beli Istishna’ Developer Ahsana

Property Syariah Beserta Penyelesaian®®

No Permasalahan Penyelesaian

1 “Kredit macet: Apabila selama | “maka KEDUA PIHAK membuat
dalam  proses  pemesanan | kesepakatan untuk  menunda
rumah berlangsung PIHAK | jadwal penyerahan pesanan sesuai
PEMBELI mengalami kredit | jumlah angsuran bulanan yang
macet”. tidak dibayarkan. Selanjutnya

dicantumkan dalam Surat
Perjanjian Tambahan
(addenum”) .

2 “Apabila PIHAK PEMBELI | “Maka PIHAK PENJUAL akan
tidak melakukan pembayaran | memberikan Surat Peringatan
angsuran selama 1 Dbulan | pada bulan berikutnya, agar
setelah penyerahan rumah”. pembayaran dirapel pada bulan

ke-3 sejak terjadinya kemacetan
angsuran’.

3 “Apabila PIHAK PEMBELI | “Maka PIHAK PENJUAL berhak

tidak melakukan pembayaran
selama 3 bulan berturut turut
Surat

sejak terbitnya

Peringatan”.

PIHAK  PEMBELI

untuk melunasi sisa tanggungan

meminta

terhutang dengan cara melakukan
penjualan asset yang dimiliki oleh
PIHAK PEMBELLI.

penjualan asset yang dimiliki oleh

Dalam hal

83 Surat perjanjian akad ba i Istishna’ Developer property syariah Tuban Jawa Timur
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PIHAK PEMBELI, KEDUA
PIHAK sepakat untuk bekerja
sama dalam upaya percepatan
penjualan asset tersebut”.

“Apabila hasil penjualan asset
masih tidak dapat mencukupi
sisa  tanggungan

PIHAK PEMBELI™.

terhutang

“Maka sisa tanggungan tersebut
tetap menjadi kewajiban PIHAK
PEMBELI untuk melunasinya”.

“Apabila terdapat spesifikasi
bangunan rumah yang tidak

sesuai akad”.

“Maka PIHAK PEMBELI dapat
meminta PIHAK
PENJUAL untuk membuat atau

kepada

merubah sesuai spesifikasi atau
akad

menerima ketidaksesuaian™.

meneruskan dengan

“Apabila PIHAK PEMBELI

mengajukan pembatalan rumah

“Maka PIHAK PENJUAL tidak

dapat mengabulkannya, karena

yang telah dipesan ketika | peraturan peraturan perusahaan

dalam waktu proses | Developer  tidak  menerima

pembangunan”. pengajuan pembatalan pemesanan
rumah ketika dalam masa
pembangunan”.

“Apabila setelah masa | “Maka PIHAK PEMBELI wajib

pembangunan rumah pesanan
PIHAK PEMBELI melakukan

pengunduran diri”.

menyerahkan  bukti  angsuran
yang valid, dan PIHAK
PENJUAL wajib mengembalikan
pembayaran dari PIHAK

PEMBELI paling cepat 2 tahun
dan paling lambat 3 tahun sejak

pengunduran diri dilakukan”.
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Ada beberapa ketentuan yang sudah disiapkan apabila terjadi
permasalahan dalam transaksi. “Namun ada permasalahan yang masih
belum jelas cara penyelesaiannya yaitu ketentuan yang menyatakan bahwa,
selama dalam kurun waktu masa pembangunan, PIHAK PEMBELI tidak
dapat melakukan pembatalan pemesanan rumah. Penyelesaian yang
diperlukan adalah ketika benar-benar terjadi pembatalan pemesanan rumah
saat kurun waktu masa pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam
setiap akad, perlu ada evaluasi dan perbaikan, agar perlindungan hak dan
kewajiban masing masing pihak tidak berlanjut adanya kedzoliman. Hasil
penelitian menunjukkan adanya multiakad”.

a.  Jaminan atau agunan
“Sesuai dengan tagline Developer Ahsana Property Syariah
bahwa tidak ada denda, tanpa sita, tanpa riba, tanpa Bl Checking,
tanpa pinalty. Maka perusahaan hanya menyiapkan surat hutang atas
pembelian kepada PIHAK PENJUAL yang akan ditandatangi oleh

PIHAK PEMBELI dan selain dari surat hutang tersebut PIHAK

PENJUAL tidak menerima jaminan surat atau barang apapun lagi dari

PIHAK PEMBELI. Karena sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu

membantu atau meringankan masyarakat khususnya masyarakat

muslim untuk memiliki rumah dengan harga murah namun memiliki
kualitas baik”.
b.  Garansi bangunan
Garansi bangunan adalah enam bulan terhitung sejak pada serah
terima bangunan, baik untuk pembayaran secara cash atau angsuran.

Garansi ini meliputi “kebocoran, kerembesan, keretakan dinding dan

tidak berlaku apabila disebabkan Force Majeure .

“Force majeure adalah suatu peristiwa yang berada di luar
jangkauan atau kemampuan kedua belah pihak untuk menghindarinya
dimana tidak ada satupun pihak yang dapat dituntut guna

melaksanakan hak serta tanggung jawabnya. Yang termasuk ke dalam
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hal ini adalah seperti bencana alam, pemberontakan, banjir,
kebakaran, peperangan dan lain sejenisnya”. Perusahaan Developer
Ahsana Property Syariah tidak akan meminta cicilan pada nasabah
ketika terjadi force majure saat proses pembangunan dan nasabah
tidak berhak meminta tanggung jawab perusahaan apabila force
majure terjadi setelah adanya serah terima rumabh.
Batalnya perjanjian akad ishtishna’
Perjanjian istishna’ bisa batal apabila terjadi kondisi sebagai
berikut ini:
1)  Perusahaan Developer Ahsana Property Syariah (Al-mustashna’
fihi) atau nasabah (al-mustashni’) kehilangan akal atau gila.
“Dalam kasus ini jika memang benar-benar terjadi, maka
hak dan kewajiban yang belum tertunaikan kedua belah pihak
disepakati akan ditanggung oleh ahli waris dan atau pihak ketiga
yang ditunjuk oleh ahli waris”.
2)  Perusahaan Developer Ahsana Property Syariah (Al-mustashna’
fihi) atau (al-mustashni’) meninggal dunia.
“Sama seperti poin pertama, jika hal ini memang terjadi
maka hak dan kewajiban yang belum tertunaikan oleh kedua
belah pihak akan ditanggung oleh ahli waris dan atau pihak

ketiga yang ditunjuk sebagai ahli waris”.



A.

BAB V
PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan dengan hasil yang telah penulis peroleh dari lapangan dan

telah ditulis dalam bab sebelumnya, maka bisa disimpulkan sebagai berikut:

1.

Dalam prakteknya Developer Ahsana Property Syariah Tuban adalah suatu
unit usaha yang bergerak di bidang penjualan rumah (developer) yang
sesuai dengan prinsip syariah yaitu menggunakan akad istishna’. Jual beli
istishna’ ini merupakan akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan
masih belum ada dan akan diserahkan secara tangguh. Sementara harga dan
spesifikasi barang pesanan telah disepakati di awal akad. Dalam
mengimplementasikan pembiayaan rumah, Developer Ahsana Property
Syariah Tuban tidak menerapkan suku bunga atau riba, tidak ada denda,
tidak ada sita dan tidak menjamin barang yang bukan milik membeli.
Adapun untuk agunan (jaminan), pihak pembeli hanya menandatangi surat
perjanjian dari perusahaan Developer dan disaksikan oleh notaris sebagai
antisipasi ketika nasabah melakukan pembayaran bermasalah atau gagal
membayar. Developer Ahsana Property Syariah Tuban menggunakan akad
istishna’ pada transaksinya. Dalam system pembayarannya ada dua skema
yaitu:

a.  Pertama “Secara cash artinya setelah pembayaran angsuran pertama,
pembeli diberikan waktu kurang lebih tiga bulan sampai enam bulan
untuk pelunasan rumah yang telah dipesannya. Pembayaran secara
cash dilakukan dengan cara bertahap sesuai dengan tanggal yang telah
disepakati oleh penjual dan pembeli. Atau dengan kata lain batas
pelunasan pembayaran sudah disepakati oleh penjual maupun

pembeli”.
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b.  Kedua “secara kredit atau mengangsur skema akad ini menyebabkan
akad tersebut menimbulkan utang atau gardh. Dimana akad gardh ini
terjadi karena, setelah perjanjian atau akad istishna’ tersebut terjadi
kepemilikan rumah atau tanah telah berpindah dari penjual kepada
pembeli dan penjual sudah tidak berhak atas rumah atau bangunan
tersebut. Karena perjanjian tersebut dianggap selesai, maka
melahirkan kewajiban konsumen untuk mengangsuratau membayar
rumah tersebut sehingga menimbulkan akad gardh atau utang piutang.
Kewajiban konsumen yaitu membayar angsuran yang telah disepakati
setiap bulannya. Dan perusahaan juga berkewajiban untuk
menyelesaikan atas rumah yang telah dipesan”.

Cara menyelesaikan permasalahan konsumen yang mengalami penunggakan

pembayaran dalam akad perjanjian jual beli istishna’ Developer Ahsana

Property Syariah Tuban sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam, karena

cara menyelesaikannya adalah dengan kekeluargaan atau musyawarah, dan

untuk mengantisipasi adanya permasalahan pihak penjual dan pihak pembeli
sudah sama-sama sepakat pada saat terjadinya akad perjanjian atas
ketentuan-ketentuan perusahaan untuk bertransaksi.

Sebagai jaminan atau agunan dalam transaksi akad istishna’ perusahaan

hanya menyiapkan surat hutang atas pembelian kepada PIHAK PENJUAL

yang akan ditandatangi oleh PIHAK PEMBELI dan disaksikan oleh notaris.

Garansi bangunan yang diberikan Developer Ahsana Property Syariah

Tuban kepada nasabah adalah enam bulan terhitung sejak pada serah terima

bangunan, baik untuk pembayaran secara cash atau angsuran. Garansi ini

meliputi “kebocoran, kerembesan, keretakan dinding dan tidak berlaku
apabila disebabkan Force Majeure

Batalnya akad istihna’ bisa terjadi apabila salah satu pihak mengalami

gangguan jiwa dan meninggal dunia, hak melanjutkan akad terdapat pada

ahli waris masing-masing.
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SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan beberapa

saran sebagai berikut:

1.

Sebagai pihak penjual atau penyedia barang Developer Ahsana Property
Syariah Tuban diharapkan “dapat memberikan kesempatan yang lebih besar
terhadap konsumen atau pihak pembeli untuk melakukan negosiasi tentang
isi-isi yang ada di dalam perjanjian jual beli perumahan”.

Developer Ahsana Property Syariah Tuban diharapkan “mengkaji ulang
tentang penggunaan akad-akad yang dilakukan dalam betransaksi, sebab
tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada masalah-masalah baru yang dihadapi
nantinya”.

Pihak pembeli atau konsumen diharapkan “dapat selektif dalam menerima
promosi dan penawaran dari perusahaan manapun untuk membeli suatu
rumah dan tidak hanya melihat penawaran awal, namun juga harus sesuai
dengan syariat Islam serta teliti bagaimana melakukan suatu perjanjian
terutama perjanjian jual beli yang menimbulkan akibat hukum bagi para

pihak yang melaksanakan perjanjian”.



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, bin Muhammad Ath-Thayyar. Ensiklopedi figh Muamalah Dalam
Pandangan 4 mazhab, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

Arikuno, Suharsini. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rhineka
Cipta, 2010)

Ayub, Muhammad. Understanding Islamic Finance, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2009.

Aziz, Abdul. Esensi Hutang Dalam Konsep Ekonomi Islam, BISNIS, Vol. 4, No. 1, Juni
2016.

Badan Pusat Statistik. “Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun”, www.bps.go.id,
diakses pada 03 Desember 2019

FORDEBI, ADESy. Ekonomi dan Bisnis Islam, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Hasan, M Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Ed. 1, Jakarta: PT.
RajaGraflndo Persada, 2003.

Heykal, Mohamad. Analisis Tingkat Pemahaman Kpr Syariah Pada Bank Syariah Di
Indonesia: Studi Pendahuluan, Binus Business Review Vol. 5 No. 2 November
2014.

Hidayat, Syafi’. “Implementasi akad Istishna’ dalam jual beli mebel tinjauan madzab
Syafi’i dan madhab Hanafi (studi kasus di UD CIPTA INDAH Desa Bendo
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar). (malang: Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim, 2016)

http://abuanas-aljirani.blogspot.com/2016/04/hukum-istishna-jual-beli-

denganpesan.html, diakses pada 23 Desember 20109.

http://rumahsyaril23.com/ diakses 20 Desember 2019



http://www.bps.go.id/
http://abuanas-aljirani.blogspot.com/2016/04/hukum-istishna-jual-beli-denganpesan.html
http://abuanas-aljirani.blogspot.com/2016/04/hukum-istishna-jual-beli-denganpesan.html
http://rumahsyari123.com/

http://www.0jk.go.id/id/kanal/perbankan/requlasi/undangundang/Pages/undangundang

nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx,  diakses pada 22
Desember 2019.

https://ahsanaproperty.com/about-us/ diakses pada 13 Februari 2020

https://ahsanaproperty.com/proyek/, diakses pada 27 April 2019

https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/275 diakses pada 23 Desember 2019.

https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/29, diakses pada 23 Desember 2019.

https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/5 diakses pada 23 Desember 2019.

https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/8/58, diakses pada 23 Desember 2019.

https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9, diakses pada 23 Desember 2019.

https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/335/hukum-akad-alistishna/, diakses pada
23 Desember 2019

Huda, Nurul. Dalam Keuangan Publik Islami. Pendekatan Teoritis dan Sejarah,
Jakarta: Kencana, 2012.

Indrawan, Rully dan R. Poppy Yaniawati. Metodologi Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan,
(Bandung: PT Refika Aditama, 2017)

Iska, Sukri. Sistem Perbankan Sayriah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi,
Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.

Ismail. Perbankan Syariah, Jakarta: Kenacana Prenada Media Group, 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. dalam http.//kbbi.web.id/properti, Diakses pada 20
Desember 2019.



http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undangundang/Pages/undangundang%20nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx
http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undangundang/Pages/undangundang%20nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx
https://ahsanaproperty.com/about-us/
https://ahsanaproperty.com/proyek/
https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/275
https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/29
https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/5
https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/8/58
https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9
https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/335/hukum-akad-alistishna/
http://kbbi.web.id/properti

Karim, Adiwarman dan Oni Sahroni. Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi

Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Karim, Adiwarman. bank islam: Analisis Figh dan Keuangan, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2010.

Kasmir. manajemen Perbankan, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
Mardani. Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, Jakarta: Prenamedia Grup, 2012.

Marduwira, Erdi. “Akad Istishna’ Dalam Pembiayaan Rumah Pada Bank Syariah
Mandiri”, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

Muhamad. Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.

Nawawi, Ismail. Etika Bisnis Islam: Teori dan Pengantar Praktek dalam Kehidupan
Bisnis

Komoditas dan Jasa, Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2014.
Pasaribu, Chairuman. Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ramli, Muh. Penerapan Akad Istishna’ Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel
Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel
Di Antang Kota Makassar). (Makassar: UIN Alauddin, 2017)

Riza, Kautsar Salman. Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah, Padang:
Akademia, 2012.

Rizki, Muhammad Hidayah. Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah:
Studi Kasus Developer Properti Syariah Bogor, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9
No. 1, (Mei 2018)

Sari, Nurma Analisis Perbandingan Perhitungan pembiayaan Kepemilikan Rumah Di
Bank Konvensional Dan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Dan Bri
Syari’ah), Al-Maslahah VVolume 13 Nomor 1 April 2017.



Sarwat, Ahmad. Seri Figh Islam Kitab Muamalat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2007.

Siamat, Dahlan. Manajemen Lembaga Keuangan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
Supriyadi, Amir. Free Property, Jakarta: Laskar Aksara, 2013.
Surat perjanjian akad ba i Istishna’ Developer property syariah Tuban Jawa Timur
Suwiknyo, Dwi. Bisnis Online Syariah, Yogyakarta: Trust Media, 2009.

Syafi’i, Muhammad Antonio. Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan, Jakarta:
Tazkia Institut, 1999.

....... , Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001.
Wardi, Ahmad Muslich. Figh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2013, Cet.lI.

Yazid, Muhammad. Hukum Ekonomi Islam : Figh Muamalah, Surabaya: UIN Sunan
Ampel Press, 2014.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Data Penelitian Hasil Wawancara perusahaan Developer Ahsana Property Syariah

Tuban Jawa Timur

1.

Bagaimana profil Developer Ahsana property syariah Tuban?

“Developer Ahsana Property Syariah merupakan perusahaan yang bergerak

dibidang property syariah dan memiliki beberapa proyek di Jawa Timur,

Indonesia. Proyek yang ada di Jawa Timur meliputi Surabaya, Gresik,

Tuban, Ngawi, Mojokerto, Malang, Kediri, Madiun, dan Jember. Dimana

untuk keseluruhan proyek ada dua puluh lima titik lokasi. Developer Ahsana

Property Syariah bergerak dibawah naungan kontrol Developer Property

Syariah Indonesia (DPSI) yang berpusat di Makassar”.

Apa saja visi misi Developer Ahsana property syariah Tuban?

“Visi: Menjadi Grup Bisnis Property Murni Syariah Terunggul dan

Terpercaya”

MOTTO “Hunian Syar'i Menentramkan Hati”

“Misi”:

a. “Mengembangkan semua sumber daya yang dimiliki untuk menerapkan
tata kelola organisasi yang berorientasi pada peningkatan mutu dan
penyediaan layanan produk yang berkualitas”.

b. “Menciptakan produk bermutu tinggi untuk memaksimalkan kepuasan
masyarakat dengan memberi nilai tambah investasi yang layak melalui
layanan prima dan kepuasan dari konsumen”.

Apa tujuan perusahaan Developer Ahsana property syariah Tuban?

“Menjadi developer pilihan dan terdepan dalam menyediakan kebutuhan

property baik hunian maupun investasi di masyarakat kelas menengah”.

Apa saja values (nilai) perusahaan Developer Ahsana property syariah

Tuban?

“Amanah And Commitment, High Performance, Syar’i, Add Value, Nice

And Beautiful, Abundance And Grateful ”



10.

11.

12.

Bagaimana struktur organisasi dan tugasnya developer ahsana property
syariah Tuban? “Struktur perusahaan bersifat fleksibel sesuai situasi dan
kondisi”

Apa saja produk yang dijual di Developer Ahsana Property Syariah Tuban?

“Developer Ahsana Property Syariah Tuban menjual perumahan dan ruko”

Daftar Harga Rumah Developer Ahsana Property Syariah Tuban?

Bagaimana skema jual beli perumahan di ahsana property syariah Tuban?

a. “Calon pembeli mengajukan pembelian rumah pada perusahaan dengan
melengkapi berkas-berkas persyaratan”.

b. Perusahaan dan pembeli mengajukan kontrak jual beli istishna’ dengan
“pihak ketiga yaitu notaris beserta penyerahan Down Payment atau DP
sesuai dengan kesepakatan”.

c. “Pembeli melakukan pembayaran pada perusahaan, baik pembayaran
cash ataupun bertahap sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Dan jika
secara kredit atau angsuran, pembeli wajib membayar setiap bulannya
sesuai dengan kesepakatan”.

d. “Perusahaan melakukan serah terima rumah dengan pembeli”.

Apa saja syarat yang harus dipersiapkan pembeli untuk melakukan jual beli

dengan ahsana property syariah Tuban? “formulir yang telah disediakan

oleh developer, Kartu identitas (KTP atau SIM), Kartu Keluarga, Surat

Nikah, dan Foto copy buku tabungan enam bulan terakhir”

Akad apa saja yang digunakan Developer Ahsana Property Syariah Tuban

dalam transaksi?” Developer Ahsana Property Syariah Tuban

menggunakan akad istishna’ dalam transaksinya”

Bagaimana proses pembayaran yang dilakukan oleh pembeli? “Ada 3

sistem dalam pembayaran yaitu cash keras, cash lunak dan angsuran”

Apa saja kendala yang terjadi pada proses jual beli rumah baik saat awal

akad sampai pelunasan pembayaran? “Kurangnya jumlah karyawan karena

banyaknya calon pembeli, tunggakan pembayaran pembeli, kurangnya

konsumen dalam pemanfaatan media social”



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Apakah masalah penunggakan pembayaran konsumen menjadi kendala
utama dalam keuangan di Developer Ahsana Property Syariah Tuban?
“Tidak, dikarenakan pihak perusahaan sudah menyiapkan 3 sistem
pembayaran dan pembeli memilih sistem pembayaran sesuai
kemampuannya”

Bagaimana sikap ahsana property syariah Tuban kepada pembeli yang
menunggak dalam pembayaran rumah? “Pihak perusahaan akan
mendatangi pembeli untuk mendiskusikan tentang tunggakan pembayaran
tersebut”

Melalui apa saja pemasaran yang dilakukan oleh Developer Ahsana
Property Syariah Tuban? “Media online dan offline”

Apa kendala yang terjadi pada proses pemasaran baik offline maupun
online? “Kendala saat mendirikan stand terkadang kurangnya jumlah
karyawan untuk melayani para calon pembeli dan kurangnya pengetahuan
calon pembeli terhadap media social”

Bagaimana manajemen pemasaran di Developer Ahsana Property Syariah
Tuban? “Secara umum manajemen pemasaran yang berlaku di perusahaan
ini menggunakan media sosial (instagram, youtube, facebook, dll) dan
mendirikan stand di tempat umum untuk memasarkan produknya”.
Bagaimana segmentasi pasar yang dituju oleh Developer Ahsana Property
Syariah Tuban? “Segmentasi pasar Developer Ahsana Property Syariah
adalah menengah keatas, owner Developer Ahsana Property Syariah
menuturkan bahwa segmen pasar yang utama adalah orang yang suka dan
ingin mengkonsumsi produk berbasis syariah, orang muslim yang
membutuhkan rumah, dan orang yang memiliki kemampuan secara
financial untuk membeli rumah”

Bagaimana manajemen sumber daya manusia di Developer Ahsana
Property Syariah Tuban? “Memberi kesempatan untuk karyawan dalam
mengikuti seminar tentang property syariah”.

Berapakah rata-rata pendapatan yang diperoleh setiap bulan atau tahun?
Tidak tentu



21.

22.

23.

24.

25.

26.

Dimana saja kantor Developer Ahsana Property Syariah? adakah kantor
cabang selain di Tuban? “Surabaya, Gresik, Tuban, Ngawi, Mojokerto,
Malang, Kediri, Madiun, dan Jember”

Berapa jumlah rata-rata peningkatan produk yang dijual ke masyarakat
setiap tahunnya? “Tidak menentu tapi insyaallah pasti ada peningkatan”
Apa saja keunggulan Developer Ahsana Property Syariah yang
membedakan dengan perusahaan property lain? “Terbantunya masyarakat
kecil khususnya warga muslim”.

Adakah dana CSR perusahaan Developer Ahsana Property Syariah Tuban?
“Ada, seperti membantu masyarakat miskin yang mempunyai hutang pada
rentenir”

Apakah Developer Ahsana Property Syariah Tuban menggandeng
inkubator bisnis lain? “lya, salah satunya yaitu biro umroh”

Bagaimana teknis pemantauan dalam pembangunan proyek? “Bagian
pengawas hampir setiap harinya memantau proyek yang sedang berjalan”
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